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PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR 
NOMOR 3 TAHUN 2026 

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR 

NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 
 

Menimbang  : a. bahwa memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam 
rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan merupakan salah satu tujuan Bank 

Indonesia; 
b.   bahwa untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia 
merumuskan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 
guna mendukung integrasi ekonomi keuangan digital 

dalam struktur industri sistem pembayaran yang 
konsolidatif dan berdaya tahan; 

c.  bahwa Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan 
Industri Sistem Pembayaran dalam rangka memperkuat 

struktur industri sistem pembayaran melalui peningkatan 
kemampuan industri dan infrastruktur sistem 
pembayaran dalam pengelolaan risiko; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-

Fast Payment; 
 

Mengingat  : 1.  Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang 
Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6693); 

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang 
Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 56/BI, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
184/BI);
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3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 

2023 tanggal 28 November 2023 tentang Penyelenggaraan 
Bank Indonesia-Fast Payment sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota 
Dewan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 
2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota 

Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment; 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN 
GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG 

PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT. 
 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan 
Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 28 November 2023 

tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment 
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan 

Anggota Dewan Gubernur: 
1. Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur 

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bank 
Indonesia-Fast Payment; dan 

2. Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan 

Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan 
Bank Indonesia-Fast Payment, 

diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 10 (sepuluh) angka yakni 

angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 
38, angka 39, angka 40, angka 41, dan angka 42, serta 
ketentuan angka 4 dan angka 32 Pasal 1 diubah, sehingga 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang 
dimaksud dengan: 

1. Bank Indonesia-Fast Payment yang selanjutnya 
disebut BI-FAST adalah infrastruktur sistem 
pembayaran ritel Bank Indonesia yang digunakan 

untuk memfasilitasi pemindahan dana yang 
setelmennya dilakukan seketika per transaksi dan 

dapat diakses setiap saat. 
2. Penyelenggara BI-FAST yang selanjutnya disebut 

Penyelenggara adalah Bank Indonesia dalam 

kedudukannya sebagai pihak yang 
menyelenggarakan BI-FAST. 

3. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement 
yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah 
infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer 
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dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika 
per transaksi secara individual. 

4. Peserta BI-FAST yang selanjutnya disebut Peserta 

adalah pihak yang memperoleh persetujuan dari 
Penyelenggara untuk terhubung dengan BI-FAST 
dalam rangka memperoleh layanan BI-FAST. 

5. Peserta Langsung yang selanjutnya disingkat PL 
adalah Peserta yang memproses transaksi pada 

layanan BI-FAST dan melakukan pengelolaan 
likuiditas rekening setelmen dana BI-FAST secara 
langsung.  

6. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat 
PTL adalah Peserta yang memproses transaksi pada 
layanan BI-FAST dan melakukan pengelolaan 

likuiditas rekening setelmen dana BI-FAST melalui 
bank sponsor. 

7. Bank Sponsor adalah PL yang ditunjuk oleh PTL 
untuk mengelola likuiditas PTL. 

8. Central Infrastructure Hub yang selanjutnya disebut 

BI-FAST Hub adalah infrastruktur BI-FAST di 
Penyelenggara yang digunakan untuk operasional 

transaksi dalam penyelenggaraan BI-FAST. 
9. Central Infrastructure Connector yang selanjutnya 

disebut BI-FAST Connector adalah aplikasi BI-FAST di 
Peserta yang terhubung dengan BI-FAST Hub dan 

digunakan oleh Peserta dalam penyelenggaraan BI-
FAST. 

10. BI-FAST Application Programming Interface yang 

selanjutnya disebut BI-FAST API adalah seperangkat 
protokol dan instruksi yang memfasilitasi 

interkoneksi antara infrastruktur BI-FAST Peserta 
dengan infrastruktur BI-FAST di Penyelenggara. 

11. Central Infrastructure Portal yang selanjutnya disebut 

BI-FAST Portal adalah infrastruktur BI-FAST di 
Penyelenggara berbasis web yang digunakan untuk 

operasional administrasi BI-FAST oleh Penyelenggara 
dan Peserta. 

12. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir 
transfer dana melalui pendebitan dan pengkreditan 
rekening setelmen dana BI-FAST dan sub-rekening 

setelmen dana BI-FAST. 
13. Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya 

disebut RSD adalah rekening PL yang ditatausahakan 

di BI-FAST dalam mata uang rupiah yang digunakan 
untuk bertransaksi melalui BI-FAST dan melakukan 

Setelmen Dana. 
14. Sub-Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang 

selanjutnya disebut Sub-RSD adalah rekening PTL 

yang ditatausahakan di BI-FAST dalam mata uang 
rupiah yang digunakan untuk bertransaksi melalui 

BI-FAST dan melakukan Setelmen Dana. 
15. Layanan Individual Credit Transfer yang selanjutnya 

disebut Layanan ICT adalah layanan dalam BI-FAST 

yang memproses pemindahan dana dari 1 (satu) 
nasabah pengirim kepada 1 (satu) nasabah penerima. 
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16. Layanan Request for Payment yang selanjutnya 
disebut Layanan RFP adalah layanan dalam BI-FAST 
yang memproses pemindahan dana dari 1 (satu) 

nasabah pembayar kepada 1 (satu) nasabah penerima 
pembayaran yang didahului dengan informasi 

permintaan bayar dari nasabah penerima 
pembayaran ke nasabah pembayar. 

17. Layanan Bulk Credit Transfer yang selanjutnya 

disebut Layanan BCT adalah layanan dalam BI-FAST 
yang memproses pemindahan dana dari 1 (satu) 

nasabah pengirim kepada beberapa nasabah 
penerima atau beberapa nasabah pengirim kepada 1 
(satu) nasabah penerima. 

18. Layanan Direct Debit Transfer yang selanjutnya 
disebut Layanan DDT adalah layanan dalam BI-FAST 

yang memproses penagihan dana dari 1 (satu) biller 
kepada 1 (satu) nasabah tertagih. 

19. Credit Transfer Request yang selanjutnya disingkat 

CTR adalah perintah transfer dana dalam format 
elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan 

Setelmen Dana dalam Layanan ICT, Layanan RFP, 
dan Layanan BCT. 

20. Request For Payment Request yang selanjutnya 

disebut RFP Request adalah informasi permintaan 
bayar dalam format elektronik yang digunakan 

sebagai dasar pembuatan CTR dalam Layanan RFP. 
21. Direct Debit Request yang selanjutnya disingkat DDR 

adalah perintah penagihan dana dalam format 
elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan 
Setelmen Dana dalam Layanan DDT. 

22. Standing Instruction adalah perintah penagihan 
dalam format elektronik yang dibuat berdasarkan 

kesepakatan biller dan nasabah tertagih, yang 
digunakan sebagai dasar pembuatan dan 

pelaksanaan DDR. 
23. Biller adalah pihak yang melakukan penagihan 

kepada nasabah tertagih melalui Layanan DDT. 

24. Account Enquiry Request yang selanjutnya disingkat 
AER adalah perintah dalam format elektronik yang 

digunakan sebagai dasar pemrosesan validasi 
informasi nasabah penerima berbasis nomor 
rekening. 

25. Proxy Enquiry Request yang selanjutnya disingkat 
PER adalah perintah dalam format elektronik yang 

digunakan sebagai dasar pemrosesan validasi 
informasi nasabah penerima berbasis proxy address. 

26. Proxy Address adalah data alias yang digunakan 

untuk menggantikan identitas nasabah penerima 
dalam transaksi menggunakan BI-FAST. 

27. Self-Regulatory Organization di bidang sistem 
pembayaran yang selanjutnya disebut SRO adalah 

suatu forum atau institusi yang berbadan hukum 
Indonesia yang mewakili industri dan ditetapkan oleh 
Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan 

sistem pembayaran. 
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28. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi 
yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau 
kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, 

jaringan komunikasi, aplikasi, dan/atau sarana 
pendukung BI-FAST yang memengaruhi kelancaran 
penyelenggaraan BI-FAST. 

29. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi 
di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta 

yang menyebabkan kegiatan operasional BI-FAST 
tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh 
kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana 

alam, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh 
pihak penguasa atau pejabat yang berwenang 
setempat, termasuk Bank Indonesia. 

30. Fasilitas Kontingensi adalah fasilitas BI-FAST Portal 
di lokasi Penyelenggara yang dapat digunakan oleh PL 

yang ditunjuk sebagai Bank Sponsor apabila terjadi 
Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di 

lokasi kantor Peserta. 
31. Fraud Detection System BI-FAST yang selanjutnya 

disingkat FDS BI-FAST adalah fitur dalam BI-FAST 

yang digunakan oleh Penyelenggara sebagai upaya 
untuk mendeteksi anomali transaksi keuangan dan 

memitigasi risiko transaksi keuangan mencurigakan 
dalam transaksi BI-FAST Peserta.  

32. Insiden Siber adalah serangan siber yang 

mengganggu kelancaran bisnis dan/atau layanan 
operasional BI-FAST Peserta yang memerlukan 
respons dan/atau pemulihan. 

33. Bank Umum adalah bank umum sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai 

perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang 
berkedudukan di luar negeri di Indonesia, dan bank 
umum syariah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang mengenai perbankan syariah. 
34. Lembaga Selain Bank yang selanjutnya disingkat LSB 

adalah badan usaha berbadan hukum dan didirikan 

berdasarkan hukum Indonesia selain Bank Umum 
dan bank perekonomian rakyat. 

35. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang 
selanjutnya disebut PSP adalah Bank Umum atau 
LSB yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem 

pembayaran dan/atau infrastruktur sistem 
pembayaran. 

36. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya 
disingkat PJP adalah PSP yang menyediakan jasa 
untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada 

pengguna jasa. 
37. Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran yang 

selanjutnya disebut PIP adalah PSP yang 

menyelenggarakan infrastruktur untuk memfasilitasi 
pemindahan dana bagi kepentingan pesertanya. 

38. Penyelenggara Penunjang adalah pihak yang 
menyelenggarakan kegiatan untuk menunjang 
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penyelenggaraan BI-FAST yang dilakukan oleh 
Peserta. 

39. Transaksi, interkoneksi, kompetensi, manajemen 

risiko, dan infrastruktur teknologi informasi yang 
selanjutnya disebut TIKMI adalah kriteria yang diacu 
dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. 

40. Rencana Bisnis Sistem Pembayaran yang selanjutnya 
disingkat RBSP adalah dokumen tertulis yang 

memuat rencana kegiatan usaha dan rencana 
pengembangan di bidang sistem pembayaran dalam 
jangka pendek dan strategi untuk merealisasikan 

rencana tersebut serta realisasi rencana kegiatan 
usaha dan rencana pengembangan di bidang sistem 
pembayaran tahun sebelumnya. 

41. Layanan Financial Institution Credit Transfer yang 
selanjutnya disebut Layanan FICT adalah layanan 

dalam BI-FAST untuk memproses pemindahan dana 
dari 1 (satu) Peserta pengirim kepada 1 (satu) Peserta 

penerima. 
42. Financial Institution Credit Transfer Request yang 

selanjutnya disingkat FICTR adalah perintah transfer 

dana dalam format elektronik yang digunakan 
sebagai dasar perhitungan Setelmen Dana dalam 

Layanan FICT. 
 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 3 

(1) Layanan pemindahan dana yang dapat dilakukan 
melalui BI-FAST terdiri atas layanan: 

a. antarnasabah Peserta; dan 
b. antar-Peserta. 

(2) Jenis layanan BI-FAST sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. Layanan ICT; 
b. Layanan RFP; 

c. Layanan BCT; 
d. Layanan DDT; dan 

e. layanan lain yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara. 

(3) Jenis layanan BI-FAST sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b terdiri atas: 
a. Layanan FICT; dan 

b. layanan lain yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara. 
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3. Ketentuan huruf f Pasal 4 diubah, dan ketentuan Pasal 4 
ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h dan huruf i, 
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 4 

Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Penyelenggara memiliki 

tugas dan wewenang: 
a. menetapkan ketentuan dan prosedur 

penyelenggaraan BI-FAST; 
b. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan 

BI-FAST; 

c. melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST; 
d. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, 

ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan BI-

FAST; 
e. melakukan pemantauan kepatuhan Peserta terhadap 

ketentuan terkait penyelenggaraan BI-FAST; 
f. menetapkan kebijakan akses kepesertaan, batas 

nominal transaksi, layanan dan fitur, waktu 

operasional, likuiditas, serta skema harga (pricing); 
g. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta; 

h. melakukan penyelenggaraan BI-FAST dalam keadaan 
normal, Keadaan Tidak Normal, Keadaan Darurat 
dan/atau keadaan lain yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia; dan 
i. kewenangan lain dalam penyelenggaraan BI-FAST. 

 
4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 
Pasal 7  

(1) Pihak yang dapat menjadi Peserta, yaitu: 

a. Bank Indonesia;  
b. PSP; dan/atau 

c. pihak lain yang disetujui atau ditetapkan oleh 
Penyelenggara. 

(2) PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 
a. PJP; 

b. PIP; dan 
c. Bank Umum. 

(3) PJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

yang berbentuk Bank Umum dan Bank Umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
meliputi: 

a. Bank Umum konvensional; 
b. Bank Umum syariah; 

c. unit usaha syariah; dan 
d. kantor cabang bank asing di Indonesia. 

(4) Bagi Peserta yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional sekaligus melaksanakan 
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam 

bentuk unit usaha syariah, kepesertaan dalam BI-
FAST untuk kegiatan usaha secara konvensional 
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harus terpisah dari kepesertaan untuk kegiatan 
usaha berdasarkan prinsip syariah. 

 

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 8  
(1) Jenis kepesertaan dalam BI-FAST meliputi: 

a. PL; dan 
b. PTL. 

(2) Jenis kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) untuk masing-masing pihak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur dengan 
ketentuan: 

a. Bank Indonesia sebagai PL; 
b. PIP sebagai PL; 

c. PJP, Bank Umum, dan pihak lain yang disetujui 
atau ditetapkan oleh Penyelenggara dapat 
menjadi PL atau PTL; dan 

d. PJP berupa LSB sebagai PTL. 
 

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 9 
(1) Bank Indonesia, PJP, Bank Umum, dan pihak lain 

yang disetujui atau ditetapkan oleh Penyelenggara 

dapat mengikuti sebagian atau seluruh layanan BI-
FAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

dan ayat (3) huruf a. 
(2) PIP hanya dapat mengikuti layanan FICT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf 

a. 
 

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 10 
(1) Calon Peserta harus memenuhi persyaratan: 

a. menjadi nasabah Bank Indonesia dan berstatus 

aktif; 
b. tidak sedang dalam proses likuidasi atau 

kepailitan; 
c. memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir; 

d. menyediakan infrastruktur atau model koneksi 
dalam penyelenggaraan BI-FAST sesuai dengan 

spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh 
Penyelenggara; 

e. memenuhi persyaratan teknis minimum 

infrastruktur teknologi informasi BI-FAST yang 
telah ditetapkan oleh Penyelenggara; 

f. memiliki sistem informasi yang andal; dan 

g. menyampaikan surat pernyataan untuk 
mengikuti ketentuan kepesertaan yang berlaku 
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sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 
Indonesia mengenai pengaturan industri sistem 
pembayaran. 

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), pimpinan calon Peserta berupa Bank Umum 
harus memenuhi persyaratan memiliki kredibilitas 

yang baik dan rekam jejak yang baik, yang 
ditunjukkan dengan penunjukan dari lembaga terkait 

atau persetujuan dari lembaga pengawas yang 
berwenang. 

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), calon Peserta berupa PJP LSB harus memenuhi 
persyaratan: 
a. merupakan PJP yang melakukan aktivitas 

penatausahaan sumber dana berupa 
penatausahaan akun untuk pembayaran 

(payment account) sesuai dengan ketentuan 
Bank Indonesia mengenai pengaturan industri 

sistem pembayaran; 
b. memiliki rencana bisnis strategis (strategic 

business plan) pengembangan BI-FAST;  

c. memiliki modal disetor paling sedikit 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 

dan 
d. pimpinan calon Peserta harus memenuhi 

persyaratan memiliki kredibilitas yang baik dan 

rekam jejak yang baik, yang ditunjukkan dengan 
tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan 

daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh 
lembaga yang berwenang. 

(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), calon Peserta berupa PIP harus memenuhi 
persyaratan: 
a. mendukung penyelesaian transaksi 

pembayaran;  
b. mendukung efektivitas arah kebijakan Bank 

Indonesia dalam kelancaran sistem pembayaran 
nasional serta transaksi dan interkoneksi pada 
ekonomi digital; dan 

c. pimpinan calon Peserta harus memenuhi 
persyaratan memiliki kredibilitas yang baik dan 

rekam jejak yang baik, yang ditunjukkan dengan 
tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan 
daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh 

lembaga yang berwenang. 
(5) Ketentuan untuk menjadi nasabah Bank Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank 
Indonesia mengenai layanan kebanksentralan. 

(6) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d mengacu pada spesifikasi teknis 
infrastruktur BI-FAST sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. 
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(7) Persyaratan teknis minimum proteksi infrastruktur 
teknologi informasi BI-FAST sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e mengacu pada persyaratan 

teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi 
Informasi BI-FAST sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IA yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur 
ini. 

(8) Penyesuaian spesifikasi teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dan penyesuaian persyaratan 
teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi 

informasi BI-FAST sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) ditetapkan oleh Penyelenggara berdasarkan 
pertimbangan tertentu. 

(9) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat. 

(10) Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan 
kebijakan tertentu sehubungan dengan kepesertaan 
dalam BI-FAST. 

 
8. Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 11 

(1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10, calon Peserta yang 
ditetapkan sebagai PL oleh Penyelenggara harus 
memenuhi persyaratan khusus yaitu merupakan 

peserta Sistem BI-RTGS. 
(2) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), calon Peserta berupa Bank Umum yang 
ditetapkan sebagai PL oleh Penyelenggara harus 
memenuhi persyaratan: 

a. memiliki kapabilitas keuangan yang kuat 
berupa: 

1. kepemilikan modal inti lebih dari 
Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun 
rupiah); dan 

2. memiliki likuiditas yang memadai untuk 
memproses transaksi pada layanan BI-
FAST;  

dan 
b. mendukung efektivitas arah kebijakan Bank 

Indonesia dalam penyelesaian transaksi 
pembayaran serta mempertimbangkan transaksi 
dan interkoneksi pada ekonomi digital. 

 
9. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) 

ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 15  
(1) Penyelenggara memberikan persetujuan atau 

penolakan atas permohonan kepesertaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
kepada calon Peserta. 



     11 
 

 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. persetujuan prinsip; dan 

b. persetujuan operasional. 
(2a) Dalam hal diperlukan Penyelenggara dapat 

melakukan pemeriksaan lapangan (on site visit) 
terhadap calon Peserta. 

(3) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a disampaikan kepada calon Peserta 
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 
pemenuhan persyaratan dan dokumen pendukung 

diterima secara lengkap dan benar oleh 
Penyelenggara. 

(4) Calon Peserta melakukan kegiatan persiapan 
operasional BI-FAST paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kerja sejak tanggal persetujuan prinsip dari 

Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
(5) Persetujuan operasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada calon 
Peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah calon 
Peserta menyelesaikan kegiatan persiapan 

operasional BI-FAST. 
(6) Tata cara memperoleh persetujuan prinsip dan 

persetujuan operasional sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II. 
 

10. Ketentuan huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 17 diubah, 
ketentuan ayat (1) Pasal 17 ditambahkan 2 (dua) huruf 
yakni huruf h dan huruf i, di antara ayat (1) dan ayat (2) 

Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ketentuan 
ayat (2) Pasal 17 diubah, dan Pasal 17 ditambahkan 1 
(satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 17 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 17 
(1) Dalam penyelenggaraan BI-FAST, Peserta wajib: 

a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam 

penggunaan BI-FAST; 
b. bertanggung jawab atas kebenaran seluruh data, 

perintah transaksi, dan seluruh informasi yang 
dikirim Peserta kepada Penyelenggara melalui 
BI-FAST; 

c. melaksanakan perjanjian dengan Penyelenggara; 
d. melaksanakan kegiatan operasional BI-FAST 

sesuai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam 

huruf c dan ketentuan Bank Indonesia terkait 
lainnya; 

e. mematuhi biaya yang ditetapkan dan 
menginformasikan biaya transaksi kepada 
nasabah secara transparan; 

f. menyampaikan data dan informasi terkait 
penyelenggaraan BI-FAST kepada Bank 

Indonesia;  
g. mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh 

SRO; 
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h. mematuhi ketentuan terkait operasional 
penyelenggaraan BI-FAST; dan 

i. mematuhi kewajiban lain. 

(1a) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Peserta wajib memastikan pemenuhan TIKMI 
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai 

pengaturan industri sistem pembayaran. 
(2) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) 
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. 

(3) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran 

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran 
tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi 

administratif berupa penurunan status kepesertaan. 
(4) Penyelenggara dapat menetapkan kebijakan tertentu 

mengenai pemenuhan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

 

11. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) 
ayat yakni ayat (4a) dan di antara ayat (5) dan ayat (6) 

Pasal 27 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5a) dan ayat 
(5b), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 27 
(1) Perubahan data kepesertaan meliputi perubahan: 

a. nama Peserta; 

b. kegiatan usaha; 
c. kode Peserta; 

d. keikutsertaan dalam layanan BI-FAST; 
e. penggunaan perangkat teknologi informasi; 
f. lokasi infrastruktur Peserta dan/atau 

pemindahan jaringan komunikasi data; 
g. kuasa; 

h. jenis kepesertaan BI-FAST; 
i. Bank Sponsor; 
j. data pimpinan; dan/atau 

k. alamat kantor. 
(2) Perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyelenggara 

berdasarkan: 
a. kebijakan Bank Indonesia; 

b. perubahan data nasabah Bank Indonesia 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 
Indonesia mengenai layanan kebanksentralan; 

dan/atau 
c. permintaan dari Peserta. 

(3) Dalam hal perubahan data kepesertaan berdasarkan 
permintaan dari Peserta sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c, Peserta menyampaikan permohonan 

tertulis perubahan data kepesertaan yang dilengkapi 
dengan dokumen pendukung kepada Penyelenggara. 

(4) Penyelenggara menyampaikan persetujuan atau 

penolakan atas permohonan perubahan data 
kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
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paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak 
permohonan diterima oleh Penyelenggara secara 
lengkap dan benar. 

(4a) Dalam proses memberikan persetujuan atau 
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan 

lapangan (on site visit) terhadap Peserta. 
(5) Selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), Penyelenggara menyampaikan persetujuan 
atau penolakan atas permohonan perubahan data 
kepesertaan tertentu paling lambat: 

a. 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan 
diterima oleh Penyelenggara secara lengkap dan 

benar, khusus untuk perubahan penggunaan 
infrastruktur; atau 

b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan 

diterima oleh Penyelenggara secara lengkap dan 
benar, khusus untuk perubahan keikutsertaan 

dalam layanan BI-FAST dan perubahan lokasi 
infrastruktur Peserta yang disertai dengan 
pengadaan jaringan komunikasi data baru. 

(5a) Perubahan data kepesertaan berupa perubahan 
keikutsertaan dalam layanan BI-FAST sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan perubahan 

penggunaan perangkat teknologi informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus 

disetujui oleh Bank Indonesia, bagi Peserta berupa 
PSP. 

(5b)  Perubahan penggunaan perangkat teknologi 

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) 
berlaku bagi Peserta yang menggunakan 
infrastruktur yang dikelola Penyelenggara Penunjang. 

(6) Tata cara perubahan data kepesertaan dan dokumen 
pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. 

 

12. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 30 diubah, ketentuan 
ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, 

ketentuan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat 
(4) Pasal 30 (1) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), 
sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 30 

(1) Perubahan status kepesertaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan oleh 
Penyelenggara berdasarkan: 

a. pertimbangan lain dari Penyelenggara guna 
menjaga kelancaran sistem pembayaran; 

b. pengenaan sanksi administratif oleh 

Penyelenggara; 
c. permintaan tertulis dari lembaga pengawas yang 

berwenang terhadap kegiatan Peserta; 
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d. permintaan tertulis dari Peserta untuk 
mengubah status dari status aktif menjadi 
ditutup; dan/atau 

e. penerapan kebijakan kepesertaan infrastruktur 
sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh 
Bank Indonesia. 

(2) Dalam hal Peserta berupa Bank Umum telah 
diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan, 

perubahan status kepesertaan dapat dilakukan oleh 
Penyelenggara berdasarkan permintaan tertulis dari 
Lembaga Penjamin Simpanan. 

(3) Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada 
alasan self-liquidation, penggabungan, peleburan, 

pemisahan, pengunduran diri, atau alasan lain yang 
telah memperoleh persetujuan dari lembaga 

pengawas yang berwenang. 
(3a) Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) harus tercantum dalam RBSP 
yang telah disetujui oleh Bank Indonesia. 

(4) Permintaan tertulis dari Peserta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen 
pendukung yang ditetapkan oleh Penyelenggara. 

(5) Dalam hal terjadi perubahan status kepesertaan, 

Penyelenggara menyampaikan informasi perubahan 
status kepesertaan kepada: 

a. Peserta yang bersangkutan melalui surat yang 
penyampaiannya dapat didahului dengan surat 
elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh 

Penyelenggara; 
b. lembaga pengawas yang berwenang terhadap 

kegiatan Peserta melalui surat yang 

penyampaiannya dapat didahului dengan surat 
elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh 

Penyelenggara; 
c. Lembaga Penjamin Simpanan melalui surat yang 

penyampaiannya dapat didahului dengan surat 

elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara; dan/atau 

d. seluruh Peserta melalui administrative message 
atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara. 

(6) Tata cara perubahan status kepesertaan dan 
dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur 
ini. 
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13. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 39 

(1) Peserta BI-FAST dapat menggunakan: 
a. infrastruktur yang dikelola sendiri oleh Peserta; 

atau 

b. infrastruktur yang dikelola oleh Penyelenggara 
Penunjang. 

(2) Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b mematuhi ketentuan terkait 
Penyelenggara Penunjang sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia mengenai pengaturan 
industri sistem pembayaran. 

(3) Penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh 

Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan oleh 

Peserta yang ditetapkan sebagai PTL oleh 
Penyelenggara. 

(4) Penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh 

Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) harus disetujui oleh Bank Indonesia, 

bagi Peserta berupa PSP.  
 

14. Paragraf 3 Bagian Kedua Bab X diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Paragraf 3 

Pengelolaan Infrastruktur BI-FAST yang Dikelola oleh 
Penyelenggara Penunjang 

 
15. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 40 

(1) Dalam hal Peserta menggunakan infrastruktur BI-
FAST yang dikelola oleh Penyelenggara Penunjang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf 

b, sebelum melakukan kerja sama, Peserta wajib 
melakukan uji tuntas terhadap calon Penyelenggara 
Penunjang. 

(2) Uji tuntas terhadap Penyelenggara Penunjang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: 

a. legalitas dan profil calon Penyelenggara 
Penunjang; 

b. kinerja calon Penyelenggara Penunjang;  

c. kapabilitas manajemen risiko serta keamanan 
dan keandalan infrastruktur teknologi informasi; 

d. sifat, skala, kompleksitas kerja sama, dan 
dependensi layanan; 

e. muatan perjanjian kerja sama; dan 

f. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Uji tuntas terhadap Penyelenggara Penunjang yang 

mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
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dengan mengacu pada pemenuhan persyaratan 
paling sedikit: 
a. berbadan hukum Indonesia yang menyediakan 

jasa teknologi informasi; 
b. pengurus memiliki rekam jejak yang baik, yang 

dibuktikan dengan tidak tercantum dalam daftar 

kredit macet dan daftar hitam nasional yang 
diterbitkan oleh lembaga yang berwenang; 

c. memiliki tenaga ahli yang andal dengan 
didukung oleh sertifikasi yang relevan; 

d. memiliki kinerja keuangan yang baik dalam 2 

(dua) tahun terakhir; 
e. memiliki pedoman rencana keberlangsungan 

bisnis (business continuity plan); 

f. menerapkan prinsip pengendalian teknologi 
informasi dan keandalan keamanan (security) 

yang dibuktikan dengan hasil audit sistem 
informasi dan pengujian keamanan dari auditor 

independen eksternal yang terdaftar di otoritas 
atau SRO; 

g. memenuhi standar keamanan dan keandalan 

sistem serta infrastruktur sesuai standar yang 
berlaku; 

h. berpengalaman menyediakan solusi managed 
service atau sharing infrastructure di perbankan 
dan sistem pembayaran; 

i. memenuhi spesifikasi teknis infrastruktur yang 
ditetapkan Penyelenggara; 

j. memiliki dan menerapkan manajemen risiko 
yang memadai khususnya terkait penggunaan 
teknologi informasi;  

k. memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan 

l. muatan perjanjian kerja sama sebagai 
Penyelenggara Penunjang yang mengelola 
infrastruktur BI-FAST. 

(4) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan 
langsung terkait penyelenggaraan BI-FAST kepada 
Penyelenggara Penunjang yang mengelola 

infrastruktur BI-FAST Peserta. 
(5) Penggunaan infrastruktur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian kerja 
sama penggunaan infrastruktur antara Peserta 
dengan Penyelenggara Penunjang sebagai pengelola 

infrastruktur BI-FAST. 
(6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) paling sedikit memuat: 
a. ruang lingkup kerja sama; 
b. hak dan kewajiban antara Peserta dengan 

Penyelenggara Penunjang, paling sedikit: 
1. pelaporan setiap Keadaan Tidak Normal 

dan/atau Keadaan Darurat yang dapat 

mengakibatkan kerugian keuangan yang 
signifikan atau mengganggu kelancaran 

operasional BI-FAST; 
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2. keberlangsungan penyediaan layanan 
pengelolaan infrastruktur; dan  

3. memiliki prosedur pengendalian keamanan; 

c. jangka waktu kerja sama; 
d. keamanan dan kerahasiaan; 
e. service level agreement pelaksanaan kerja sama; 

f. monitoring kerja sama; 
g. pemberian akses kepada Penyelenggara untuk 

melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara 
langsung terhadap: 
1. sarana fisik yang terkait dengan Peserta; 

2. aplikasi pendukung Penyelenggara 
Penunjang yang terkait BI-FAST dalam hal 

memiliki aplikasi pendukung; dan 
3. kegiatan operasional Penyelenggara 

Penunjang yang terkait dengan Peserta;  

h. pilihan hukum; 
i. penyelesaian sengketa antara Peserta dengan 

Penyelenggara Penunjang; 
j. perubahan dan pengakhiran kerja sama; 
k. manajemen risiko termasuk kapabilitas 

informasi teknologi; 
l. alih daya sebagian layanan dari Penyelenggara 

Penunjang kepada pihak lain (subcontractors), 

apabila ada; 
m. pemenuhan keamanan dan pelindungan data; 

n. pemenuhan rencana keberlangsungan bisnis 
dan rencana pemulihan bencana; 

o. pemenuhan kapabilitas keuangan; 

p. pernyataan pengelola infrastruktur BI-FAST atas 
penggunaan infrastruktur oleh Peserta; 

q. penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau 
Keadaan Darurat; 

r. biaya penggunaan infrastruktur yang dikenakan 

kepada Peserta; 
s. pemenuhan kewajiban Penyelenggara Penunjang 

kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan 

Bank Indonesia mengenai pengaturan industri 
sistem pembayaran; dan 

t. pernyataan bahwa perjanjian tersebut tidak 
bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia. 

(7) Dalam hal Peserta merupakan unit usaha syariah dan 

menggunakan infrastruktur milik Bank Umum 
konvensional pemilik unit usaha syariah yang 

menjadi Peserta, substansi perjanjian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk 
kebijakan dan prosedur tertulis internal Bank Umum 

konvensional pemilik unit usaha syariah. 
(8) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) 

dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. 
(9) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran 

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran 
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tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi 
administratif berupa penurunan status kepesertaan. 

 

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 40A diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Pasal 40A 
(1) Peserta harus memastikan Penyelenggara Penunjang 

yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf 
b memenuhi keamanan pengelolaan infrastruktur BI-

FAST, paling sedikit: 
a. memenuhi persyaratan teknis minimum proteksi 

infrastruktur teknologi informasi BI-FAST 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA; 
b. memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas 

antara Peserta dan Penyelenggara Penunjang 
yang mengelola infrastruktur BI-FAST Peserta 
terhadap proteksi infrastruktur teknologi 

informasi; 
c. melakukan segmentasi infrastruktur BI-FAST 

Connector yang disediakan oleh Penyelenggara 
Penunjang yang mengelola infrastruktur BI-
FAST Peserta sehingga tidak dapat diakses oleh 

Peserta lainnya; 
d. melakukan perubahan konfigurasi infrastruktur 

BI-FAST Connector yang disediakan oleh 
Penyelenggara Penunjang yang mengelola 
infrastruktur BI-FAST Peserta hanya 

berdasarkan persetujuan tertulis Peserta; dan 
e. melakukan audit sistem informasi dan pengujian 

keamanan secara berkala dengan ruang lingkup 
paling sedikit meliputi materi dalam persyaratan 
teknis minimum proteksi infrastruktur teknologi 

informasi BI-FAST sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IA. 

(2) Audit sistem informasi dan pengujian keamanan 

secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e dilakukan oleh auditor eksternal yang 

terdaftar di otoritas atau SRO. 
 

17. Di antara Pasal 40A dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 40B sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 40B 
(1) Dalam melakukan kerja sama dengan Penyelenggara 

Penunjang yang mengelola infrastruktur BI-FAST 

Peserta, Peserta wajib: 
a. bertanggung jawab penuh atas manajemen 

risiko dari Penyelenggara Penunjang khususnya 

terkait dengan potensi dampak pada 
keberlangsungan layanan sistem pembayaran; 

b. memastikan internalisasi manajemen risiko 
Penyelenggara Penunjang dalam penilaian 
manajemen risiko Peserta; 
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c. memastikan kendali pemrosesan transaksi 
pembayaran tetap berada pada Peserta;  

d. melakukan monitoring dan evaluasi secara 

berkala terhadap Penyelenggara Penunjang dan 
pelaksanaan kerja sama; 

e. melakukan edukasi dan pembinaan terhadap 

Penyelenggara Penunjang; dan 
f. mematuhi pemenuhan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  
(2) Peserta wajib menghentikan atau tidak 

memperpanjang kerja sama dengan Penyelenggara 

Penunjang yang mengelola infrastruktur BI-FAST 
Peserta dalam hal: 
a. Penyelenggara Penunjang melakukan tindakan 

yang merugikan, tindakan yang berpotensi 
merugikan, dan/atau tindakan yang tidak sesuai 

peruntukan dalam pemrosesan transaksi 
pembayaran; 

b. kerja sama melanggar ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 
c. terdapat permintaan menghentikan atau tidak 

memperpanjang kerja sama dari Bank Indonesia. 
(3) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. 
(4) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran 

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran 
tertulis diterima, Peserta dapat dikenai sanksi 

administratif berupa penurunan status kepesertaan. 
 

18. Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab 

yakni BAB XIVA sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

BAB XIVA 
OPERASIONAL LAYANAN FICT 

 

19. Dalam BAB XIVA ditambahkan 1 (satu) bagian yakni 
Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
20. Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 103A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 103A 

(1) Peserta wajib menggunakan Layanan FICT hanya 
untuk penyelesaian akhir atas transaksi yang 
diproses oleh Peserta berupa PIP. 

(2) Pemrosesan transaksi melalui Layanan FICT 
dilakukan dengan memproses FICTR. 

(3) Penyelenggara menetapkan jangka waktu 

pemrosesan FICTR sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 
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(4) Penyelenggara dapat menetapkan penyesuaian 
jangka waktu pemrosesan FICTR sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan 

tertentu. 
(5) Penyesuaian jangka waktu pemrosesan FICTR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 

kepada seluruh Peserta melalui surat.  
(6) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 
berupa: 
a. teguran tertulis; dan/atau 

b. penurunan status kepesertaan. 
 

21. Setelah Bagian Kesatu Bab XIVA ditambahkan I (satu) 

bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Bagian Kedua 

Pengiriman FICTR 

 
22. Di antara Pasal 103A dan Pasal 104 disisipkan 5 (lima) 

pasal yakni 103B, Pasal 103C, Pasal 103D, Pasal 103E, 
dan Pasal 103F, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 103B 
Peserta pengirim membuat FICTR yang paling sedikit 
memuat informasi:  

a. identitas Peserta penerima, paling sedikit memuat 
nama Peserta penerima; 

b. jumlah dana yang ditransfer; 
c. tanggal perintah transfer dana; 
d. tujuan transfer dana; dan 

e. informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib dicantumkan dalam 

perintah transfer dana. 
 

Pasal 103C 

(1) Peserta pengirim mengirimkan FICTR sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 103B ke BI-FAST Hub. 

(2) Pengiriman FICTR sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan melalui BI-FAST Connector atau 
BI-FAST API.  

(3) Pengiriman FICTR sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), diatur dengan ketentuan:  

a. FICTR wajib didukung dengan dana yang 
cukup;  

b. FICTR tidak dapat diubah atau dibatalkan; dan 

c. FICTR wajib menggunakan kode transaksi 
sesuai dengan yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara. 

(4) Kode transaksi untuk FICTR dalam Layanan FICT 
dan tata cara pemrosesan perintah transfer dana dari 

Peserta pengirim sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IX. 

(5) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenai sanksi 
administratif berupa kewajiban membayar sebesar 
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari kalender.  

(6) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikenai sanksi 
administratif berupa kewajiban membayar sebesar 

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per FICTR, 
dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak 

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 
hari kalender.  

 

Pasal 103D 
Untuk meneruskan FICTR ke Peserta penerima, BI-FAST 
Hub melakukan pemblokiran dana sejumlah nominal yang 

ditransaksikan pada: 
a. RSD apabila Peserta pengirim merupakan PL; dan  

b. Sub-RSD apabila Peserta pengirim merupakan PTL. 
 

Pasal 103E 
(1) Peserta penerima wajib memproses FICTR yang 

diterima dengan melakukan validasi FICTR. 

(2) Peserta penerima harus mengirimkan hasil validasi 
FICTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Peserta pengirim melalui BI-FAST Hub. 

(3) Tata cara pemrosesan FICTR sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.  

(4) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif 
berupa teguran tertulis. 

(5) Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti teguran 
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis 
diterima, Peserta dapat dikenai sanksi administratif 
berupa penurunan status kepesertaan. 

 
Pasal 103F 

(1) Penyelenggara melakukan Setelmen Dana atas 

perintah transfer dana pada BI-FAST secara seketika 
per transaksi secara individual. 

(2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan ketentuan:  
a. Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip first in 

first out (FIFO) untuk masing-masing transaksi;  
b. Setelmen Dana dilakukan di RSD atau Sub-RSD;  

c. Setelmen Dana dilakukan berdasarkan 
kecukupan dana di RSD dalam hal Peserta 

pengirim merupakan PL atau kecukupan dana di 
Sub-RSD dalam hal Peserta pengirim merupakan 
PTL; dan  

d. Setelmen Dana dilakukan setelah adanya 
konfirmasi akseptasi FICTR dari Peserta 
penerima.  

(3) BI-FAST Hub mengirimkan status Setelmen Dana 
kepada Peserta pengirim dan Peserta penerima.  
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23. Lampiran IA, Lampiran II, Lampiran VI, Lampiran VII, 
Lampiran IX, dan Lampiran XIA diubah, sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA, Lampiran II, 

Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran IX, dan Lampiran 
XIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada 
tanggal 31 Maret 2026. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan 
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

  
  

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2026 
  

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,  
  
   TTD 
       

                                                           RICKY P. GOZALI 
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PENJELASAN  
ATAS 

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR 
NOMOR 3 TAHUN 2026 

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR 

NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-

FAST PAYMENT 
 

I. UMUM 

Guna mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk memelihara 
stabilitas sistem pembayaran serta mendukung pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan, Bank Indonesia telah merumuskan Blueprint Sistem 
Pembayaran Indonesia 2030 (BSPI 2030). Salah satu fokus utama yang 
dibangun dalam BSPI 2030 bertujuan untuk mendukung integrasi ekonomi 

keuangan digital dalam struktur industri sistem pembayaran yang 
konsolidatif dan berdaya tahan. Bank Indonesia telah menerbitkan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan 
Industri Sistem Pembayaran (PBI PISP) dalam rangka memperkuat struktur 
industri sistem pembayaran melalui peningkatan kemampuan industri dan 

infrastruktur sistem pembayaran dalam pengelolaan risiko. 
Dalam rangka penyelarasan penyelenggaraan BI-FAST dengan PBI 

PISP maka diperlukan penyesuaian peraturan pelaksanaan 
penyelenggaraan BI-FAST yang mengatur mengenai kepesertaan, kerja 
sama dengan Penyelenggara Penunjang, operasional layanan yang 

mendukung penyelesaian transaksi, dan penguatan keamanan. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan ketiga 

atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur 

Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang 
Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment. 

 
II.    PASAL DEMI PASAL  

 
Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

 
Angka 2 

Pasal 3 

Cukup jelas. 
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Angka 3 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
 
Angka 4 

Pasal 7 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang disetujui 

oleh Penyelenggara” antara lain pihak yang 

mendukung transaksi pembayaran lintas batas 

(cross border). 

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang ditetapkan 

oleh Penyelenggara” antara lain badan hukum yang 

mendukung penyelesaian transaksi pembayaran, 

surat berharga, dan pasar keuangan, serta pihak 

yang mendukung efektivitas kebijakan Bank 

Indonesia dalam kelancaran sistem pembayaran 

nasional. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 
Angka 5 

 Pasal 8 

Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

 Ayat (2) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Pihak lain yang disetujui atau ditetapkan oleh 
Penyelenggara lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (1) 

huruf c. 
Huruf d 

Cukup jelas. 

 
Angka 6 

Pasal 9 

Cukup jelas. 
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Angka 7 
Pasal 10 

Ayat (1) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “nasabah Bank Indonesia” 

adalah nasabah sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur 

mengenai layanan kebanksentralan. 
Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Memiliki sistem informasi yang andal antara lain 

berupa penyediaan backup dan standard security  
yang memadai yang dibuktikan dengan adanya 

laporan hasil audit sistem informasi dan pengujian 
keamanan. 
Pelaksanaan audit sistem informasi dan pengujian 

keamanan dapat dilakukan oleh: 
a. auditor internal Peserta, yang dilengkapi 

dengan surat pernyataan pimpinan Peserta 
yang menyatakan bahwa pelaksanaan audit 
sistem informasi dan pengujian keamanan 

dilakukan secara independen; dan/atau 
b. auditor eksternal yang terdaftar di otoritas 

atau SRO. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 
Ayat (8) 

Cukup jelas. 
Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 
Cukup jelas. 
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Angka 8 
Pasal 11 

Cukup jelas. 
 

Angka 9 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Persetujuan prinsip paling sedikit memuat: 
1. nama dan kode Peserta; 

2. jenis kepesertaan; dan 
3. kegiatan yang harus dilakukan oleh calon 

Peserta dalam rangka persiapan operasional 

BI-FAST. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Ayat (2a) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 
Angka 10 

 Pasal 17 
Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b  

Yang dimaksud dengan “perintah transaksi” 
mencakup perintah transaksi yang diproses dengan 
mekanisme perpindahan dana melalui transfer 

kredit dan transfer debit. 
Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Cukup jelas.  
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Ayat (1a) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Angka 11 
Pasal 27 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 
Huruf i 

Perubahan data kepesertaan berupa Bank Sponsor 
termasuk juga perubahan perjanjian dengan Bank 
Sponsor. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Huruf k 
Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 
Huruf a 

Perubahan data kepesertaan berdasarkan 

kebijakan Bank Indonesia antara lain jenis 
kepesertaan BI-FAST. 

Huruf b 
Perubahan data kepesertaan berdasarkan 
perubahan data nasabah Bank Indonesia 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 
Indonesia mengenai layanan kebanksentralan 
meliputi antara lain perubahan: 

1. nama Peserta; 
2. kegiatan usaha; 

3. data pimpinan; dan/atau 
4. alamat kantor. 
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Huruf c 
Perubahan data kepesertaan berdasarkan 

permintaan dari Peserta meliputi perubahan: 
1. kode Peserta; 
2. keikutsertaan dalam layanan BI-FAST; 

3. penggunaan perangkat teknologi informasi; 
4. lokasi infrastruktur Peserta dan/atau 

pemindahan jaringan komunikasi data; 
5. kuasa; 
6. jenis kepesertaan; dan/atau 

7. Bank Sponsor. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (4a) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (5a) 

Perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi 

berlaku bagi Peserta BI-FAST yang menggunakan 
infrastruktur yang dikelola Penyelenggara Penunjang. 
Perubahan data kepesertaan berupa perubahan 

keikutsertaan dalam layanan BI-FAST dan perubahan 
penggunaan perangkat teknologi informasi merupakan 
pengembangan aktivitas, pengembangan produk, 

dan/atau kerja sama yang dilakukan Peserta. 
Bentuk persetujuan oleh Bank Indonesia berupa: 

a. persetujuan rencana pengembangan aktivitas, 
pengembangan produk, dan/atau kerja sama 
dalam RBSP; dan 

b. persetujuan untuk setiap pengembangan aktivitas, 
pengembangan produk, dan/atau kerja sama. 

Ayat (5b) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
 

Angka 12 
Pasal 30 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “lembaga pengawas yang 
berwenang” antara lain Bank Indonesia sebagai 

otoritas pengawas makroprudensial, moneter, dan 
sistem pembayaran serta Otoritas Jasa Keuangan 

sebagai otoritas pengawas mikroprudensial. 
Huruf d 

Cukup jelas. 
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Huruf e 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “telah diserahkan kepada 
Lembaga Penjamin Simpanan” antara lain dalam upaya 

penanganan permasalahan solvabilitas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “alasan lain” antara lain 
pengalihan aset dan kewajiban yang terjadi berdasarkan 
persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang. 

Ayat (3a) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 
Angka 13 

Pasal 39 
Ayat (1) 

Huruf a 

Penggunaan infrastruktur yang dikelola sendiri 

oleh Peserta dilakukan dengan model: 

1. one participant one connector, dimana BI-FAST 

Connector disediakan secara mandiri oleh 

Peserta; dan/atau 

2. BI-FAST API disediakan secara mandiri oleh 

Peserta. 

Huruf b 

Penggunaan infrastruktur yang dikelola oleh 

Penyelenggara Penunjang dilakukan dengan model: 

1. one participant one connector, dimana BI-FAST 

Connector disediakan melalui sharing 

infrastruktur fisik; 

2. multiparticipant one connector (multitenancy), 

dimana BI-FAST Connector disediakan melalui 

aplikasi aggregator gateway; dan/atau 

3. BI-FAST API yang dikelola oleh Penyelenggara 

Penunjang untuk kepentingan Peserta. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Bentuk persetujuan oleh Bank Indonesia berupa: 

a. persetujuan rencana pengembangan aktivitas, 
pengembangan produk, dan/atau kerja sama 

dalam RBSP; dan 
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b. persetujuan untuk setiap pengembangan aktivitas, 
pengembangan produk, dan/atau kerja sama. 

 
Angka 14 

Cukup jelas. 

 
Angka 15 

Pasal 40 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Penyediaan solusi managed service antara lain 

dapat dipenuhi dengan adanya SDM yang 

kompeten dalam memberikan solusi managed 

service. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Contoh penerapan manajemen risiko oleh 

Penyelenggara Penunjang yang mengelola 

infrastruktur BI-FAST Peserta yaitu mitigasi 

terhadap single point of failure. 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan 

perundang-undangan” antara lain: 

1. ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia 

jasa pembayaran; 

2. ketentuan Bank Indonesia mengenai 

penyelenggara infrastruktur sistem 

pembayaran; 

3. ketentuan Bank Indonesia mengenai 

keamanan sistem informasi dan ketahanan 



9 

 

siber sistem informasi; 

4. ketentuan Bank Indonesia mengenai 

kebijakan sistem pembayaran; dan 

5. ketentuan Bank Indonesia mengenai 

pengaturan industri sistem pembayaran. 

Huruf l 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 
Cukup jelas. 

 
Angka 16 

Pasal 40A 
Cukup jelas. 

 

Angka 17 
Pasal 40B 

Ayat (1) 

Huruf a  
Termasuk bertanggung jawab penuh atas 
manajemen risiko antara lain memastikan 

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan ketahanan operasional. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c  

Cukup jelas. 
Huruf d  

Cukup jelas.  
Huruf e  

Edukasi dan pembinaan terhadap Penyelenggara 

Penunjang antara lain dilakukan untuk 
meningkatkan pemahaman mengenai model bisnis 
dan pelindungan konsumen, serta memastikan 

pemenuhan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Huruf f  
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 
Contoh tindakan yang merugikan, tindakan yang 

berpotensi merugikan, dan/atau tindakan yang 
tidak sesuai peruntukan dalam pemrosesan 



10 

 

transaksi pembayaran antara lain melakukan kerja 
sama dengan pelaku kejahatan (fraudster). 

Huruf b 
Termasuk kerja sama melanggar ketentuan 

peraturan perundang-undangan antara lain 
aktivitas atau layanan yang dikerjasamakan tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan Penyelenggara Penunjang tidak 
memiliki izin yang diwajibkan dari otoritas yang 
berwenang. 

Huruf c 
Permintaan menghentikan atau tidak 

memperpanjang kerja sama dari Bank Indonesia 
antara lain dilakukan dalam hal kerja sama: 
1. berpotensi merugikan Peserta dan/atau pihak 

lain;  
2. berpotensi menurunkan kinerja Peserta; 

dan/atau 
3. belum memperoleh persetujuan dari Bank 

Indonesia. 

Permintaan menghentikan atau tidak 
memperpanjang kerja sama dari Bank Indonesia 
dapat bersumber dari rekomendasi otoritas lain. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 

Angka 18 
Cukup jelas. 

 

Angka 19 
Cukup jelas. 

 
Angka 20 

Pasal 103A 

Ayat (1) 
Termasuk transaksi yang diproses oleh Peserta berupa 

PIP antara lain realtime online transfer antarpeserta PIP.  
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 
Angka 21 

Cukup jelas. 
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Angka 22 
Pasal 103B 

Cukup jelas. 
 

Pasal 103C 

Cukup jelas. 
 

Pasal 103D 
Cukup jelas. 
 

Pasal 103E 
Cukup jelas. 
 

Pasal 103F 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Status Setelmen Dana hanya akan dikirimkan untuk 

FICTR yang berhasil diproses BI-FAST Hub. 
 
Angka 23 

Cukup jelas. 
 

Pasal II 
Cukup jelas. 
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LAMPIRAN IA 
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 3 TAHUN 2026 
TANGGAL 2 MARET 2026 
TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN 
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 

TAHUN 2023 TENTANG 
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 
PERSYARATAN TEKNIS MINIMUM  

PROTEKSI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI BI-FAST  

 
Dalam rangka menerapkan pengamanan sistem informasi BI-FAST, Peserta dan 

calon Peserta BI-FAST wajib memenuhi persyaratan teknis minimum proteksi 
infrastruktur teknologi informasi untuk BI-FAST. Persyaratan teknis tersebut 
dikelompokkan dalam beberapa kategori pengamanan berlapis dan dapat 

diperketat oleh Peserta sesuai kebijakan internal, sepanjang tidak bertentangan 
dengan ketentuan Bank Indonesia. 
 

A. PENGAMANAN SEGMENTASI JARINGAN DAN ARSITEKTUR  
1. Peserta melakukan pemisahan jaringan ke dalam segmen BI-FAST 

production, BI-FAST LAN, management, dan monitoring. 
2. Peserta melakukan pemisahan segmen server BI-FAST dari segmen 

non BI-FAST dan dibatasi dengan firewall, termasuk middleware dan 
core banking system. 

3. Perangkat server diproteksi dengan Endpoint Detection and Response 
(EDR)/Extended Detection and Response (XDR) sesuai dengan matriks 

software compatibility yang berjalan di server tersebut. Mekanisme 
pembaruan maupun pengiriman log hasil dari EDR/XDR ke server 
pusat dan/atau manajemen EDR/XDR dilakukan melalui broker. 

4. Peserta menyusun dokumen topologi jaringan dan melakukan 
pemutakhiran dokumen setiap kali dilakukan perubahan atas topologi 

jaringan. Dokumentasi topologi jaringan paling sedikit mencakup 
segmen, alamat IP, nomor port, serta diagram konektivitas antar 

komponen BI FAST dan komponen lain yang terhubung. 
5. Server BI-FAST production tidak boleh terhubung dari/ke sambungan 

jaringan internet. Dalam hal dibutuhkan jaringan internet untuk 

pembaruan perangkat lunak dapat menggunakan perangkat server 
lain yang mempunyai segmen terpisah dan berlaku sebagai server 
repository. 
 

B. PENGAMANAN AKSES JARAK JAUH DAN ADMINISTRASI 
1. Akses administrator dan personel ke seluruh komponen BI-FAST 

hanya dapat dilaksanakan melalui Privileged Access Management 
(PAM) atau jump server yang memiliki kemampuan approval kontrol 
akses, pembatasan periode akses sesuai kebutuhan, perekaman 

aktivitas dan Multi Factor Authentication (MFA) dengan menerapkan 
least privilage access.  

2. PAM atau jump server harus berada pada segmen jaringan tersendiri 
dengan alamat IP, nomor port, dan protokol khusus sebagaimana telah 

didokumentasikan pada dokumen topologi jaringan. 
3. Akses Secure Shell (SSH) hanya diperbolehkan dari alamat IP terdaftar 

oleh pengguna berwenang. 
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4. Akses terhadap komponen BI-FAST maupun PAM/jump server hanya 
diperbolehkan menggunakan akun khusus yang berbeda dari akun 

pegawai Peserta. 
5. Dalam hal PAM belum tersedia, akses administrator dapat 

dilaksanakan melalui jump server dengan menggunakan akun khusus 

yang berbeda dari akun administrator pada target sistem.  
 

C. PENGATURAN KONEKSI ANTAR SISTEM 
1. BI-FAST Connector hanya diperbolehkan untuk: 

a. melakukan koneksi dengan middleware atau Core Banking 
System (CBS) Peserta melalui protokol Hypertext Transfer Protocol 
Secure (HTTPS). 

b. melakukan koneksi dengan BI-FAST melalui protokol HTTPS. 
c. melakukan koneksi dengan platform manager dan config builder 

melalui protokol Transmission Control Protocol (TCP)/Internet 
Protocol (IP) sesuai port yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara. 

d. melakukan koneksi dengan service monitoring dan security 
monitoring sesuai alamat IP, nomor port, protokol, dan/atau URL 

yang telah didokumentasikan pada dokumen topologi jaringan. 
2. Hardware Security Module (HSM) hanya diperbolehkan melakukan 

koneksi dengan BI-FAST Connector dan/atau middleware atau CBS 
Peserta, service monitoring dan security monitoring sesuai alamat IP, 

nomor port, dan protokol yang telah didokumentasikan pada dokumen 
topologi jaringan. 

3. Database hanya diperbolehkan melakukan koneksi dengan BI-FAST 

Connector, service monitoring dan security monitoring sesuai alamat IP, 
nomor port, dan protokol yang telah didokumentasikan pada dokumen 

topologi jaringan. 
4. Control Server/APSF hanya diperbolehkan melakukan koneksi dengan 

platform manager, config builder, service monitoring, dan security 
monitoring. 

5. Workstation yang terinstalasi platform manager dan config builder 
hanya diperbolehkan untuk: 

a. melakukan koneksi dengan BI-FAST Connector; 
b. melakukan koneksi dengan control server/APSF; dan 

c. melakukan koneksi dengan service monitoring dan security 
monitoring sesuai alamat IP, nomor port, protokol, dan/atau URL 

yang telah didokumentasikan pada dokumen topologi jaringan. 
 

D. KRIPTOGRAFI DAN MANAJEMEN KUNCI 

1. Seluruh komunikasi antara BI-FAST Connector dengan middleware 
atau CBS Peserta dan BI-FAST Connector dengan BI-FAST Hub 

menggunakan protokol TLS dengan versi paling rendah yang 
ditetapkan oleh Penyelenggara dan algoritma kriptografi yang sesuai 
dengan standar keamanan terkini. 

2. Private key untuk message signing antara BI-FAST Connector dengan 
BI-FAST Hub, BI-FAST Connector dengan middleware atau CBS 

Peserta dan sertifikat disimpan di dalam HSM. 
 

E. PENGENDALIAN AKSES DAN AUTENTIKASI 
1. Peserta melakukan penyusunan User Access Matrix (UAM) untuk 

seluruh lapisan sistem (Virtual Machine (VM), Operating System (OS), 

aplikasi, dan database) berdasarkan prinsip least privilege. 
2. UAM ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau 

setiap terjadi perubahan peran. 
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3. Peserta menonaktifkan atau menghapus akun dan layanan yang tidak 
digunakan, serta mengganti seluruh kata sandi bawaan. 

4. Kebijakan kata sandi mencakup kompleksitas, masa berlaku, 
mekanisme penguncian setelah percobaan gagal, dan penyimpanan 
aman menggunakan algoritma hashing modern. 

5. Peserta mengaktifkan IP whitelist, message signing, dan 
menonaktifkan rute komunikasi yang tidak digunakan. 

 
F. PEMUTAKHIRAN, KERENTANAN, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN 

1. Hypervisor, sistem operasi, firmware, dan perangkat lunak BI-FAST 

diperbarui dengan security patch terbaru. 
2. Penerapan pembaruan keamanan hanya dapat dilakukan setelah 

pengujian di lingkungan pengembangan dengan fokus pada temuan 
berisiko tinggi dan kritis. 

3. Peserta melaksanakan vulnerability scanning paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun dan setiap terjadi perubahan signifikan pada 
lingkungan sistem. 

4. Pengujian keamanan (penetration test) dilakukan paling sedikit 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap terjadi perubahan signifikan pada 

lingkungan sistem oleh auditor independen eksternal. 
 

G. PENCATATAN DAN PEMANTAUAN LOG 

1. Waktu pada seluruh sistem operasi disinkronkan dengan Network 
Time Protocol (NTP) guna memastikan korelasi antar log. 

2. Peserta mengumpulkan log dari seluruh komponen BI-FAST ke 
perangkat pengumpul log (log collector) dan memastikan log tidak dapat 

diubah dan/atau dihapus serta melakukan pencadangan log secara 
berkala. 

3. Log yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 
dipantau dan ditindaklanjuti secara memadai oleh Peserta apabila 
terdapat event atau aktivitas yang bersifat mencurigakan. 

4. Perangkat dan perangkat lunak pemantauan hanya dapat diakses oleh 
pengguna berwenang melalui alamat IP, nomor port, dan/atau URL 

yang telah didaftarkan, serta diperbarui secara berkala. 
 

H. KEAMANAN PENYELENGGARA PENUNJANG DAN MITRA KERJA SAMA 
1. Akses ke server oleh Penyelenggara Penunjang hanya dapat dilakukan 

setelah memperoleh persetujuan pejabat internal yang berwenang. 

2. Riwayat aktivitas Penyelenggara Penunjang disimpan paling singkat 3 
(tiga) bulan dan diverifikasi secara berkala. 

3. Peserta membatasi hak akses Penyelenggara Penunjang sebatas 
kebutuhan operasional paling minimum. 

4. Peserta memberikan pelatihan kesadaran keamanan secara rutin 

kepada personel operasional BI-FAST. 
5. Setiap pegawai Penyelenggara Penunjang yang menangani BI-FAST 

menandatangani Perjanjian Kerahasiaan atau Non Disclosure 
Agreement (NDA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Peserta memastikan dan melakukan review secara berkala kepada 

nasabah/mitra jika Peserta membuka layanan BI-FAST kepada 
nasabah/mitra menggunakan mekanisme Host to Host dan/atau 

Application Programming Interface (API), diantaranya kepatuhan 
terhadap Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) seperti 

pelaksanaan audit keamanan IT secara berkala untuk memastikan 
keamanan siber di sisi mitra. 
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I. KEAMANAN FISIK DAN LINGKUNGAN 
1. HSM dan server BI-FAST ditempatkan di pusat data atau ruangan 

terkunci yang dilengkapi sistem pengawasan video berupa Closed 
Circuit Television (CCTV) serta pengendalian akses fisik.  

2. Akses fisik hanya diberikan kepada pegawai dan pengunjung yang 
telah memperoleh otorisasi. 
 

 
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,  

  
    TTD 
       

                                                           RICKY P. GOZALI 
 



1 

 

LAMPIRAN II 
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 3 TAHUN 2026 
TANGGAL 2 MARET 2026 
TENTANG   

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN 
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 

TAHUN 2023 TENTANG 
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN KEPESERTAAN  

DAN DOKUMEN PENDUKUNG  
 
A. TATA CARA MENJADI PESERTA 

1. Tata Cara Konsultasi Awal 
a. Sebelum mengajukan permohonan untuk menjadi Peserta, calon 

Peserta harus meminta konsultasi awal terlebih dahulu kepada 
Penyelenggara. 

b. Konsultasi awal merupakan pemberian informasi awal kepada 

calon Peserta yang mencakup antara lain kesiapan administratif 
dan kesiapan infrastruktur dalam penyelenggaraan BI-FAST. 

c. Konsultasi awal dilakukan melalui surat elektronik, telepon, 

pertemuan langsung, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara. 

d. Penyelenggara dapat menyampaikan informasi jenis kepesertaan 
calon Peserta pada konsultasi awal. 

2. Tata Cara Memperoleh Persetujuan Prinsip 

a. Setelah melaksanakan konsultasi awal, calon Peserta mengajukan 
permohonan untuk menjadi Peserta kepada Penyelenggara 

melalui Front Office Perizinan. Front Office Perizinan yang 
selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank 
Indonesia yang berhubungan langsung dengan pemohon 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai 
perizinan terpadu Bank Indonesia melalui Front Office perizinan. 

b. Permohonan untuk menjadi Peserta disampaikan melalui sarana 
aplikasi layanan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank 
Indonesia mengenai layanan kebanksentralan. Sarana aplikasi 

layanan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Aplikasi Layanan 
Bank Indonesia adalah suatu sarana elektronik secara online yang 

disediakan kepada nasabah untuk mengakses layanan 
kebanksentralan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank 
Indonesia mengenai Aplikasi Layanan Bank Indonesia. 

c. Dalam hal permohonan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia 
tidak dapat dilakukan, permohonan disampaikan secara tertulis 

melalui media lainnya kepada Penyelenggara melalui FO 
Perizinan. 

d. Permohonan untuk menjadi Peserta harus memenuhi: 

1) menggunakan contoh format surat yang dapat diakses oleh 
calon Peserta melalui laman Bank Indonesia, Aplikasi 
Layanan Bank Indonesia, atau sarana elektronik lain yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia; 
2) ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta; 

3) ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia 
dalam negeri, dalam hal kantor pusat calon Peserta 
berkedudukan di wilayah kerja kantor perwakilan Bank 
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Indonesia dalam negeri; dan 
4) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang ditetapkan 

oleh Penyelenggara. 
e. Dalam hal diperlukan, calon Peserta harus memperlihatkan 

dan/atau menyampaikan dokumen asli atas dokumen yang 

dipersyaratkan kepada Penyelenggara. 
f. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Penyelenggara: 

1) pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pendukung 
sebagaimana dimaksud dalam butir d.4) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan 

kebanksentralan; 
2) penelitian kesesuaian dokumen atas pemenuhan 

persyaratan yang disampaikan oleh calon Peserta setelah 

dokumen  pendukung sebagaimana dimaksud dalam     
angka 1) dinyatakan lengkap dan benar; 

3) dalam hal berdasarkan hasil penelitian kesesuaian dokumen 
pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 2), 
ditemukan bahwa dokumen pendukung yang disampaikan 

tidak sesuai, Penyelenggara melalui FO Perizinan 
memberikan penolakan atas permohonan calon Peserta 
sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a melalui surat, paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan 
diterima oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam 

angka 2); 
4) Penyelenggara memberikan persetujuan prinsip kepada 

calon Peserta melalui surat, dalam hal berdasarkan hasil 

penelitian kesesuaian dokumen pendukung diputuskan 
bahwa dokumen pendukung yang disampaikan telah sesuai; 

5) dalam hal diperlukan, dalam proses memberikan 
persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam 
angka 3) atau angka 4), Penyelenggara dapat melakukan 

pemeriksaan lapangan (on site visit) bagi Peserta; 
6) persetujuan prinsip paling sedikit memuat: 

a) nama dan kode Peserta; 
b) jenis kepesertaan;  
c) jenis layanan yang diikuti; dan 

d) kegiatan yang harus dilakukan oleh calon Peserta untuk 
persiapan operasional BI-FAST, paling sedikit berupa:  
i. khusus untuk PTL: 

i) menyampaikan surat penunjukan Bank 
Sponsor, yang ditandatangani oleh pimpinan 

calon Peserta yang memiliki spesimen tanda 
tangan di Bank Indonesia; 

ii) menyampaikan fotokopi perjanjian dengan 

Bank Sponsor;  
iii) menyampaikan surat konfirmasi dari Bank 

Sponsor terkait kesediaan sebagai Bank 
Sponsor, yang ditandatangani oleh pimpinan 
Bank Sponsor yang memiliki spesimen tanda 

tangan di Bank Indonesia; dan 
iv) menyampaikan surat kuasa dari Bank 

Sponsor kepada Penyelenggara dalam rangka 

pendebitan RSD Bank Sponsor untuk 
kepentingan PTL;  
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ii. pengajuan permohonan pembukaan rekening giro 
BI-FAST di Core Banking System Bank Indonesia 

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai 
layanan kebanksentralan; 

iii. pembuatan spesimen tanda tangan pejabat 

dan/atau petugas yang menerima kuasa dari 
pimpinan, dalam hal spesimen tanda tangan 

pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa 
dari pimpinan belum ditatausahakan di Bank 
Indonesia;  

iv. pelatihan teknis dan operasional BI-FAST; 
v. pengambilan: 

i) dokumen user; 
ii) aplikasi BI-FAST Connector dan pedoman 

penggunaan infrastruktur BI-FAST; dan 

iii) soft token; 
vi. instalasi BI-FAST Connector dan/atau pengujian 

BI-FAST API; 
vii. waktu pemasangan jaringan komunikasi data; 

viii. waktu pelaksanaan uji koneksi aplikasi dan 
jaringan komunikasi data antara Penyelenggara 
dengan Peserta; 

ix. waktu pelatihan penggunaan BI-FAST Connector, 
BI-FAST Portal, dan BI-FAST API; dan/atau 

x. penandatanganan perjanjian penggunaan BI-FAST; 
7) persetujuan prinsip disampaikan kepada calon Peserta paling 

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemenuhan 

persyaratan dan dokumen pendukung  diterima secara 
lengkap dan benar oleh Penyelenggara; dan 

8) dalam hal terdapat perbedaan informasi jenis kepesertaan 
calon peserta antara konsultasi awal dengan persetujuan 
prinsip maka jenis kepesertaan yang berlaku adalah 

sebagaimana tercantum dalam persetujuan prinsip. 

3. Tata Cara Memperoleh Persetujuan Operasional 
a. Berdasarkan persetujuan prinsip dari Penyelenggara, calon 

Peserta harus melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
butir 2.f.6)d). 

b. Pelaksanaan kegiatan persiapan operasional BI-FAST dilakukan 
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
persetujuan prinsip dari Penyelenggara. 

c. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Penyelenggara: 
1) Penyelenggara meminta Peserta untuk melakukan pengujian 

kesiapan infrastruktur Peserta, infrastruktur BI-FAST 

Peserta, dan/atau BI-FAST API Peserta;  
2) Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi calon 

Peserta untuk memastikan kesiapan operasional calon 
Peserta, antara lain melihat kesesuaian informasi dalam 
dokumen yang disampaikan dengan kondisi di lapangan dan 

kesiapan infrastruktur; 
3) Penyelenggara memberitahukan secara tertulis mengenai 

persetujuan operasional keikutsertaan sebagai Peserta dan 
tanggal efektif operasional, paling lama 5 (lima) hari kerja 
setelah calon Peserta menyelesaikan kegiatan persiapan 

operasional BI-FAST; dan 
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4) persetujuan operasional dari Penyelenggara, disampaikan 
kepada: 

a) calon Peserta yang bersangkutan secara tertulis; dan 
b) seluruh Peserta melalui administrative message atau 

sarana lainnya. 

d. Dalam hal calon Peserta tidak melakukan atau tidak 
menyelesaikan kegiatan persiapan operasional BI-FAST dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, berlaku: 
1) persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh 

Penyelenggara menjadi tidak berlaku dan calon Peserta 

dianggap telah membatalkan permohonan pengajuan 
kepesertaannya; dan 

2) calon Peserta harus menghapus aplikasi BI-FAST Connector 
dan perangkat pengamanannya paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja terhitung sejak batas waktu yang ditetapkan oleh 

Penyelenggara. 

4. Pemberian Kuasa untuk Kepesertaan dan Operasional BI-FAST 

Pimpinan calon Peserta dapat memberikan kuasa terkait dengan 
kepesertaan dan operasional kepada pejabat dan/atau yang ditunjuk, 
dengan memenuhi: 

a. kuasa dapat diberikan tanpa hak substitusi atau dengan 1 (satu) 
kali hak substitusi; 

b. kuasa diberikan untuk melakukan kegiatan: 

1) penandatanganan surat menyurat dan/atau dokumen lain, 
baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang 

terkait dengan kepesertaan dan operasional BI-FAST; 
2) penyerahan dan/atau pengambilan surat, laporan, dan/atau 

dokumen lain, baik dokumen tertulis maupun dokumen 

elektronik yang terkait dengan kepesertaan dan operasional 
BI-FAST;  

3) pengelolaan user, certificate signing request dan/atau soft 
token; dan/atau 

4) penyerahan dan/atau pengambilan user beserta perangkat 

pengamanannya, certificate signing request dan/atau 
pengambilan soft token; 

c. penyerahan dan/atau pengambilan dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam butir b.2) dapat dituangkan dalam 1 (satu) atau 

lebih surat kuasa;  
d. petugas penerima kuasa untuk penyerahan dan/atau 

pengambilan surat dan/atau dokumen lain sebagaimana dalam 

huruf c tidak perlu membuat spesimen tanda tangan; 
e. kegiatan yang dikuasakan sebagaimana dalam huruf b dapat 

dituangkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kuasa sesuai dengan 
kebutuhan calon Peserta, dengan format surat yang dapat diakses 
oleh calon Peserta melalui laman Bank Indonesia, Aplikasi 

Layanan Bank Indonesia, atau sarana elektronik lain yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

f. surat kuasa harus disertai dengan fotokopi identitas diri yang 
masih berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, berupa: 
1) kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara 

Indonesia; atau  
2) paspor, keterangan izin tinggal sementara, dan surat izin 

kerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing; 

g. jumlah pejabat penerima kuasa dari pimpinan paling banyak         
5 (lima) orang; dan 
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h. pimpinan atau pejabat penerima kuasa dengan 1 (satu) kali hak 
substitusi dapat memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada 

petugas di kantor pusat atau kantor cabang calon Peserta hanya 
untuk kegiatan penyerahan dan/atau pengambilan surat, 
laporan, dan/atau dokumen lain, baik dokumen tertulis maupun 

dokumen elektronik yang terkait dengan kepesertaan dan 
operasional BI-FAST. 

 
B. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG PERMOHONAN MENJADI PESERTA 

No DOKUMEN PENDUKUNG 

1.  Surat permohonan menjadi Peserta1 

2.  Surat permohonan Keikutsertaan dalam Layanan BI-FAST2 

3.  Data kepesertaan 

4.  Surat persetujuan, izin usaha, atau izin kegiatan usaha yang masih 
berlaku dari lembaga berwenang3 

5.  Dokumen yang menyatakan bahwa calon Peserta melakukan 
aktivitas penatausahaan sumber dana berupa penatausahaan 

akun untuk pembayaran (payment account) yang dikeluarkan oleh 
Bank Indonesia 4 

6.  Hasil yang menunjukkan analisis bisnis atas rencana bisnis 
strategis (strategic business plan) pengembangan BI-FAST5 

7.  Surat kuasa dari pimpinan terkait dengan kepesertaan dan 
operasional BI-FAST 

8.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta mengenai 
kesiapan dan informasi spesifikasi perangkat teknologi informasi 

9.  Surat permohonan dari pimpinan untuk mendapatkan user 
dan/atau soft token 

10.  Surat permohonan dari pimpinan calon Peserta atau pejabat yang 
menerima kuasa dari pimpinan calon Peserta untuk membuat 
spesimen tanda tangan bagi pimpinan atau pejabat yang 

berwenang untuk melakukan kegiatan terkait kepesertaan dan 
operasional BI-FAST6 

11.  Surat mengenai penambahan kewenangan pemilik spesimen tanda 
tangan di BI-FAST7 

12.  Laporan keuangan posisi 2 (dua) tahun terakhir 

13.  Dokumen yang menunjukkan struktur permodalan paling sedikit 

berupa modal inti bagi calon Peserta berupa Bank Umum atau 
modal disetor terkini bagi calon Peserta berupa PJP LSB8 

14.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta bahwa 

pimpinan calon Peserta lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan 
oleh otoritas yang berwenang9 

15.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta bahwa 
pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet 

dan tidak tercantum dalam daftar hitam nasional10 

16.  Dokumen persetujuan Bank Indonesia yang mencantumkan kerja 
sama dengan Penyelenggara Penunjang yang mengelola 

infrastruktur BI-FAST dan surat pernyataan bermeterai dari 
Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur Peserta 

 
1  Surat ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. 
2  Surat ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. 
3  Disampaikan oleh calon Peserta berupa Unit Usaha Syariah (UUS) dan PJP LSB. 
4  Disampaikan oleh calon Peserta berupa PJP LSB. 
5  Disampaikan oleh calon Peserta berupa PJP LSB. 
6  Disampaikan dalam hal spesimen tanda tangan pimpinan atau pejabat yang berwenang belum ditatausahakan di Bank Indonesia. 
7  Dalam hal calon Peserta telah menjadi peserta infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia lainnya. 
8  Disampaikan dalam hal pada laporan keuangan (dokumen nomor 12) tidak menunjukkan struktur permodalan. 
9  Disampaikan dalam hal calon Peserta adalah Bank Umum. 
10  Disampaikan dalam hal calon Peserta adalah PJP LSB dan PIP. 
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17.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta yang 
menyatakan bahwa calon Peserta telah memiliki perjanjian kerja 
sama penggunaan infrastruktur BI-FAST yang dikelola oleh 

Penyelenggara Penunjang11 

18.  Dokumen persetujuan produk/layanan sistem pembayaran dari 

Bank Indonesia untuk produk/layanan baru atau laporan 
implementasi produk/layanan sistem pembayaran sejenis dari 
calon Peserta12 

19.  Surat pernyataan bermeterai dari pimpinan calon Peserta yang 
menyatakan bahwa calon Peserta dapat menjaga likuiditas yang 

memadai untuk memproses transaksi pada layanan BI-FAST 

20.  Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan kepesertaan yang 

berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia 
mengenai pengaturan industri sistem pembayaran 13 

 
 

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,  

  
    TTD 

       
                                                           RICKY P. GOZALI 

 

 
11  Dalam hal calon Peserta menggunakan infrastruktur yang pengelolaannya berada dalam kewenangan Penyelenggara Penunjang. 
12  Dalam hal calon Peserta akan mengikuti Layanan RFP dan/atau Layanan DDT. 
13  Surat ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 3 TAHUN 2026 
TANGGAL 2 MARET 2026 
TENTANG   

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN 
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 

TAHUN 2023 TENTANG 
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 
TATA CARA PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN 

DAN DOKUMEN PENDUKUNG 

 
A. TATA CARA PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN 

1. Tata cara permohonan perubahan data kepesertaan:  
a. permohonan perubahan data kepesertaan dan dokumen 

pendukung disampaikan oleh Peserta kepada Penyelenggara 

melalui FO Perizinan; 
b. permohonan perubahan data kepesertaan disampaikan melalui 

Aplikasi Layanan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia mengenai layanan kebanksentralan; 
c. permohonan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a menggunakan format surat yang dapat diakses oleh 
Peserta melalui laman resmi Bank Indonesia, Aplikasi Layanan 
Bank Indonesia, atau sarana elektronik lain yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia; dan 
d. permohonan perubahan data kepesertaan beserta dokumen 

pendukung ditandatangani oleh pimpinan Peserta atau pejabat 
yang menerima kuasa dari pimpinan Peserta, yang telah memiliki 
spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. 

2. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Penyelenggara: 
a. Penyelenggara melakukan penelitian atas permohonan dan 

dokumen yang disampaikan oleh Peserta; 

b. Penyelenggara melalui FO Perizinan memberikan persetujuan atau 
penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan melalui 

surat yang penyampaiannya dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan; 

c. pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan 

perubahan data kepesertaan dilakukan paling lama: 
1) 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh 

Penyelenggara secara lengkap dan benar;  
2) 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima 

oleh Penyelenggara secara lengkap dan benar, khusus untuk 

perubahan penggunaan infrastruktur; atau 
3) 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh 

Penyelenggara secara lengkap dan benar, khusus untuk 

perubahan keikutsertaan dalam layanan BI-FAST dan 
perubahan lokasi infrastruktur Peserta yang disertai dengan 

pengadaan jaringan komunikasi data baru; 
d. dalam hal permohonan perubahan data kepesertaan disetujui, 

Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan kepada Peserta 

yang bersangkutan mengenai tanggal efektif perubahan data 
kepesertaan berupa:  

1) nama Peserta; 
2) kegiatan usaha; 
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3) kode Peserta; 
4) keikutsertaan dalam layanan BI-FAST; 
5) jenis kepesertaan BI-FAST; dan 
6) Bank Sponsor; 

e. Penyelenggara memberitahukan perubahan data kepesertaan 

kepada: 
1) seluruh Peserta melalui administrative message atau sarana 

lain; dan/atau 
2) kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri yang di 

wilayah kerjanya terdapat kantor pusat Peserta, 

untuk data kepesertaan berupa nama Peserta, kegiatan usaha, 
kode Peserta, dan keikutsertaan dalam layanan BI-FAST. 

3. Untuk perubahan data kepesertaan berupa nama Peserta diatur 
sebagai berikut:  
a. Penyelenggara melakukan perubahan nama Peserta dalam hal 

terdapat perubahan nama nasabah Bank Indonesia; dan  
b. tata cara  perubahan nama nasabah Bank Indonesia dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan 

kebanksentralan. 
4. Untuk perubahan data kepesertaan berupa kegiatan usaha diatur 

sebagai berikut: 
a. Penyelenggara melakukan perubahan kegiatan usaha Peserta 

dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha nasabah Bank 

Indonesia; 
b. perubahan kegiatan usaha Peserta meliputi perubahan kegiatan 

usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah; 
c. tata cara perubahan kegiatan usaha nasabah Bank Indonesia 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai 

layanan kebanksentralan; dan 
d. dalam hal perubahan kegiatan usaha berdampak pada perubahan 

kode Peserta maka Peserta harus mengajukan permohonan 

perubahan data kepesertaan berupa kode Peserta. 
5. Untuk perubahan data kepesertaan berupa kode Peserta diatur sebagai 

berikut: 
a. perubahan kode Peserta dapat disebabkan oleh: 

1) perubahan kode Peserta Sistem BI-RTGS; 

2) Peserta menjadi anggota global provider of secure financial 
messaging services yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;  

3) adanya perubahan kode keanggotaan dari global provider of 
secure financial messaging services yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia; dan/atau 
4) perubahan kegiatan usaha yang berdampak pada perubahan 

kode Peserta; 

b. pengajuan permohonan perubahan kode Peserta dilakukan sesuai 
dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 

angka 2; 
c. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disertai 

dengan permohonan penggantian soft token; 

d. Penyelenggara meminta Peserta melakukan pengujian koneksi 
menggunakan kode Peserta yang baru; dan 

e. dalam hal permohonan perubahan kode Peserta disetujui, surat 
persetujuan perubahan data kepesertaan paling sedikit memuat: 
1) nama Peserta; 

2) kode Peserta baru yang akan digunakan;  
3) tanggal efektif perubahan kode Peserta; dan 

4) hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Peserta. 



3 

 

 

6. Untuk perubahan data kepesertaan berupa keikutsertaan dalam 
layanan BI-FAST diatur sebagai berikut: 

a. pengajuan permohonan perubahan keikutsertaan dalam layanan 
BI-FAST dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana 
dimaksud dalam angka 1 dan angka 2; 

b. Penyelenggara melakukan uji coba terhadap kesiapan 
infrastruktur Peserta dan meminta Peserta untuk melakukan 

pengujian terhadap kesiapan Peserta dalam mengikuti layanan   
BI-FAST; dan 

c. Penyelenggara melakukan perubahan keikutsertaan Peserta 

dalam layanan BI-FAST dalam hal terdapat perubahan jenis 
layanan yang diikuti oleh Peserta. 

7. Untuk perubahan data kepesertaan berupa penggunaan perangkat 

teknologi informasi diatur sebagai berikut: 
a. perubahaan penggunaan perangkat teknologi informasi dapat 

berupa: 
1) perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang 

dikelola sendiri menjadi penggunaan perangkat teknologi 

informasi yang dikelola oleh Penyelenggara Penunjang; 
2) perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang 

dikelola oleh Penyelenggara Penunjang menjadi penggunaan 

perangkat teknologi informasi yang dikelola sendiri;  
3) perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang 

dikelola oleh Penyelenggara Penunjang yang berbeda;  
4) perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang 

menggunakan BI-FAST Connector menjadi BI-FAST API; atau 

5) perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang 
menggunakan BI-FAST API menjadi BI-FAST Connector; 

b. pengajuan permohonan perubahan penggunaan perangkat 
teknologi informasi dilakukan sesuai dengan tata cara 

sebagaimana dimaksud dalam angka 1;  
c. Penyelenggara meminta Peserta melakukan pengujian 

menggunakan perangkat teknologi informasi yang akan digunakan 

Peserta; dan 
d. Penyelenggara dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi perangkat 

teknologi informasi yang akan digunakan Peserta. 

8. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan lokasi 
infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data 

diatur sebagai berikut: 
a. pengajuan permohonan perubahan lokasi infrastruktur Peserta 

dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data dilakukan sesuai 

dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan 
b. dalam hal Penyelenggara menyetujui permohonan perubahan 

lokasi infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan 

komunikasi data, Penyelenggara menyampaikan surat 
persetujuan kepada Peserta yang memuat: 

1) waktu pelaksanaan pemindahan jaringan komunikasi data; 
dan 

2) kegiatan yang harus dilakukan oleh Peserta terkait 

perubahan lokasi infrastruktur Peserta dan/atau 
pemindahan jaringan komunikasi data. 

9. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan kuasa diatur 
sebagai berikut: 
a. Pengajuan permohonan perubahan kuasa dilakukan dalam hal 

terdapat penambahan, penggantian, dan/atau pencabutan kuasa 
dari pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa; 
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b. pengajuan permohonan perubahan kuasa dilakukan sesuai 
dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1; 

c. dalam hal penerima kuasa belum memiliki spesimen tanda tangan 
yang ditatausahakan di Bank Indonesia, pengajuan permohonan 
perubahan kuasa juga disertai dengan pembuatan spesimen tanda 

tangan pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa, yang 
harus dilakukan di hadapan pejabat Penyelenggara; 

d. perubahan kuasa berlaku efektif terhitung:  
1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembuatan 

spesimen tanda tangan pejabat di Penyelenggara, untuk 

penambahan dan/atau penggantian kuasa pejabat; atau 
2) sejak tanggal surat pernyataan pencabutan kuasa diterima 

secara lengkap dan benar oleh Penyelenggara, untuk 

pencabutan seluruh atau sebagian kuasa kepada pejabat 
dan/atau petugas yang menerima kuasa; dan 

e. dalam hal Peserta tidak menyampaikan permohonan perubahan 
kuasa pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa kepada 
Penyelenggara, data yang telah ditatausahakan di Penyelenggara 

dinyatakan masih berlaku dan segala tindakan hukum yang 
dilakukan pejabat dan/atau petugas yang menerima kuasa 
tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta. 

10. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan jenis 
kepesertaan diatur sebagai berikut: 

a. perubahan jenis kepesertaan dari PL menjadi PTL atau dari PTL 
menjadi PL dilakukan dengan memenuhi ketentuan persyaratan 
kepesertaan dan tata cara pengajuan permohonan kepesertaan; 

b. untuk perubahan jenis kepesertaan berupa PL menjadi PTL, 
berlaku: 

1) dalam hal perubahan jenis kepesertaan terjadi pada PL yang 
bertindak sebagai Bank Sponsor, PL harus memberitahukan 
secara tertulis kepada PTL mengenai perubahan status PL 

sesegera mungkin dan harus menyelesaikan kewajibannya; 
dan 

2) berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 

1), PTL harus menunjuk PL lainnya sebagai Bank Sponsor 
pengganti; 

c. perubahan data kepesertaan atas inisiasi Peserta dilakukan 
dengan tata cara sebagai berikut: 
1) Peserta dapat mengajukan permohonan perubahan jenis 

kepesertaan dari PL menjadi PTL atau dari PTL menjadi PL 
berdasarkan persetujuan Penyelenggara; dan 

2) pengajuan permohonan perubahan jenis kepesertaan dari PL 
menjadi PTL atau dari PTL menjadi PL dilakukan sesuai 
dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1;  

dan 
d. perubahan data kepesertaan atas inisiasi Penyelenggara 

dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 

1) Penyelenggara melakukan evaluasi terhadap Peserta BI-FAST 
dalam periode tertentu; 

2) evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dilakukan 
untuk memastikan Peserta memenuhi persyaratan jenis 
kepesertaan BI-FAST; 

3) hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) 
berpotensi mengakibatkan perubahan jenis kepesertaan dari 

PTL menjadi PL atau PL menjadi PTL; 
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4) Penyelenggara menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam angka 1) kepada Peserta yang berpotensi 
mengalami perubahan jenis kepesertaan; 

5) perubahan jenis kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam 

angka 3) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) 
periode evaluasi terakhir secara berturut-turut; 

6) perubahan jenis kepesertaan dari PL menjadi PTL 
sebagaimana dimaksud dalam angka 5) diinisiasi oleh 
Penyelenggara; 

7) Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan perubahan 
jenis kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 6) 
kepada Peserta disertai dengan jangka waktu persiapan 

perubahan jenis kepesertaan;  
8) berdasarkan pemberitahuan oleh Penyelenggara sebagaimana 

dimaksud dalam angka 7) PL harus melakukan persiapan 
perubahan jenis kepesertaan menjadi PTL dalam jangka 
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan 

perubahan dari Penyelenggara; dan 
9) Perubahan jenis kepesertaan dari PTL menjadi PL 

berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 

angka 3) dilakukan berdasarkan inisiasi Peserta dengan tata 
cara sebagaimana dimaksud dalam huruf c. 

11. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan Bank Sponsor 
diatur sebagai berikut: 
a. PTL dapat melakukan perubahan Bank Sponsor; 

b. pengajuan permohonan perubahan Bank Sponsor dilakukan 
sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1;  

c. Bank Sponsor yang diganti harus tetap menjalankan fungsinya 
sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal perubahan 
Bank Sponsor berlaku efektif; dan 

d. dalam hal terdapat perubahan perjanjian dengan Bank Sponsor, 
maka Peserta menyampaikan perubahan perjanjian kepada 
Penyelenggara. 

12. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan data pimpinan 
diatur sebagai berikut: 

a. perubahan data pimpinan meliputi: 
1) penggantian pimpinan; 
2) perubahan kewenangan; dan/atau 

3) perubahan jabatan; dan 
b. tata cara perubahan data pimpinan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.  
13. Untuk perubahan data kepesertaan berupa perubahan alamat kantor 

Peserta diatur sebagai berikut: 

a. perubahan data alamat kantor meliputi: 
1) alamat kantor pusat Peserta; dan/ atau 
2) alamat Peserta yang berupa kantor cabang dari bank yang 

berkedudukan di luar negeri; dan 
b. tata cara perubahan alamat kantor dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.  
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B. DOKUMEN PENDUKUNG PERMOHONAN PERUBAHAN DATA 
KEPESERTAAN 

No JENIS DOKUMEN 

JENIS PERUBAHAN DATA 
KEPESERTAAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Surat permohonan/informasi 
perubahan data  

       

2.  Data kepesertaan     - - - 

3.  Fotokopi dokumen pendukung 

keanggotaan pada global 
provider of secure financial 
messaging services yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia  

 - - - - - - 

4.  Surat kuasa baru bermeterai, 

dalam hal terdapat 
penambahan kuasa atau 

perubahan kewenangan  

- - - -  - - 

5.  Surat pernyataan bermeterai 

pencabutan kuasa, dalam hal 
terjadi pencabutan kuasa 

- - - -  - - 

6.  Surat pernyataan bermeterai 

kesiapan perangkat TI dan 
memuat informasi spesifikasi 

perangkat TI 

- -  - - - - 

7.  Surat permohonan penggantian 

soft token 
 - - - - - - 

8.  File certificate signing request 
yang disimpan dalam media 

penyimpanan 

 - - - - - - 

9.  Surat pernyataan bermeterai 

dari pimpinan yang berisi 
kesiapan teknologi informasi 

yang mendukung operasional 
layanan BI-FAST 

-  - - - - - 

10.  Dokumen persetujuan 

pengembangan 
produk/layanan yang telah 

disetujui Bank Indonesia1  

-  - - - - - 

11.  Surat penunjukan Bank 

Sponsor 
- - - - - -  

12.  Surat konfirmasi dari Bank 

Sponsor 
- - - - - -  

13.  Surat kuasa bermeterai dari 
Bank Sponsor kepada 

Penyelenggara dalam rangka 
pendebitan RSD Bank Sponsor 

untuk kepentingan PTL 

- - - - - -  

14.  Fotokopi perjanjian kerja sama 

dengan Bank Sponsor 
- - - - - -  

 
1  Dalam hal Peserta akan mengikuti Layanan RFP dan/atau Layanan DDT 
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No JENIS DOKUMEN 

JENIS PERUBAHAN DATA 
KEPESERTAAN 

1 2 3 4 5 6 7 

15.  Dokumen persetujuan 
perubahan penggunaan 

perangkat teknologi informasi 
yang dikelola oleh 
Penyelenggara Penunjang (*) 

- -  - - - -

16.  Surat pernyataan bermeterai 
dari Penyelenggara Penunjang 

yang mengelola infrastruktur 
untuk Peserta (*) 

- -  - - - -

17.  Surat pernyataan bermeterai 
dari pimpinan Peserta yang 
menyatakan bahwa Peserta 

telah memiliki perjanjian kerja 
sama penggunaan 

infrastruktur BI-FAST yang 
dikelola oleh Penyelenggara 
Penunjang (*) 

- -  - - - -

*) Perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi terdiri dari: i) perubahan 

penggunaan perangkat teknologi informasi yang dikelola sendiri menjadi penggunaan 
perangkat teknologi informasi yang dikelola oleh Penyelenggara Penunjang atau ii) 

perubahan penggunaan perangkat teknologi informasi yang dikelola oleh Penyelenggara 

Penunjang yang berbeda. 

Keterangan jenis perubahan data kepesertaan  

1. Kode Peserta (participant code) 

2. Keikutsertaan layanan BI-FAST 

5. Kuasa 
6. Jenis kepesertaan BI-FAST 

3. Penggunaan perangkat teknologi informasi 7. Bank Sponsor 

4. Lokasi infrastruktur Peserta dan/atau 

pemindahan jaringan komunikasi data 

 

 
 

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,  
  

    TTD 
       

                                                           RICKY P. GOZALI 
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LAMPIRAN VII 
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 3 TAHUN 2026 
TANGGAL 2 MARET 2026 
TENTANG   

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN 
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 

TAHUN 2023 TENTANG 
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 
TATA CARA  

PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG 

 
A. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN BERDASARKAN 

PERMINTAAN LEMBAGA PENGAWAS YANG BERWENANG DAN/ATAU 
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 
1. Permohonan perubahan status kepesertaan atas permintaan dari 

lembaga pengawas yang berwenang dan/atau Lembaga Penjamin 
Simpanan dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan 
status kepesertaan kepada Penyelenggara, yang ditandatangani oleh 

pimpinan lembaga pengawas yang berwenang dan/atau Lembaga 
Penjamin Simpanan. 

2. Permohonan perubahan status kepesertaan atas permintaan dari 
lembaga pengawas yang berwenang dan/atau Lembaga Penjamin 
Simpanan paling sedikit memuat: 

a. nama Peserta dan perubahan status kepesertaan yang diminta; 
b. alasan perubahan status kepesertaan;  

c. tanggal efektif perubahan status kepesertaan; dan 
d. batasan penangguhan terhadap layanan BI-FAST, dalam hal 

perubahan status yang diminta merupakan perubahan status 

menjadi ditangguhkan. 
3. Penyelenggara menyetujui dan mengubah status kepesertaan apabila:  

a. dokumen telah diterima secara lengkap dan benar oleh 

Penyelenggara; dan 
b. Peserta telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, dalam hal 
status kepesertaan berubah menjadi ditutup. 

 

B. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN BERDASARKAN 
PERMINTAAN PESERTA 

1. Pengajuan permohonan perubahan status kepesertaan oleh Peserta 
dilakukan dengan tata cara: 
a. Peserta mengajukan permohonan tertulis kepada Penyelenggara 

disertai dengan jenis dan alasan perubahan status kepesertaan; 
b. permohonan perubahan status kepesertaan disampaikan melalui 

Aplikasi Layanan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia mengenai layanan kebanksentralan; dan 
c. permohonan perubahan status kepesertaan harus memenuhi 

ketentuan: 
1) menggunakan format surat yang dapat diakses oleh Peserta 

melalui laman Bank Indonesia, Aplikasi Layanan Bank 

Indonesia, atau sarana elektronik lain yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia; 

2) ditandatangani oleh pimpinan Peserta; dan 
3) dilengkapi dengan dokumen pendukung. 
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2. Penyelenggara menyetujui dan mengubah status Peserta apabila: 
a. dokumen telah diterima secara lengkap dan benar oleh 

Penyelenggara; dan 
b. Peserta telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, dalam hal 

status kepesertaan berubah menjadi ditutup. 
3. Penyelenggara memberikan persetujuan atau penolakan atas 

permohonan perubahan status kepesertaan yang penyampaiannya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan 
kebanksentralan. 

 
C. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN KARENA 

PENGGABUNGAN 

1. Pengajuan permohonan perubahan status kepesertaan oleh Peserta 
karena penggabungan dilakukan dengan tata cara: 

a. Peserta yang menggabungkan diri mengajukan permohonan 
perubahan status kepesertaan menjadi ditutup kepada 
Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 

penggabungan secara hukum; dan 
b. Peserta yang menerima penggabungan menyampaikan surat 

pemberitahuan penggabungan kepada Penyelenggara yang paling 

sedikit memuat: 
1) persetujuan penggabungan dari lembaga yang berwenang; 

2) waktu pelaksanaan: 
a) peralihan operasional dalam BI-FAST dari Peserta yang 

menggabungkan diri kepada Peserta yang menerima 

penggabungan; 
b) pemindahan saldo RSD atau Sub-RSD Peserta yang 

menggabungkan diri ke RSD atau Sub-RSD Peserta 
yang menerima penggabungan dan penutupan RSD 
atau Sub-RSD Peserta yang menggabungkan diri; dan 

c) penutupan kepesertaan dalam BI-FAST dari Peserta 
yang menggabungkan diri; 

3) pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang 

menggabungkan diri oleh Peserta yang menerima 
penggabungan terhitung sejak tanggal penggabungan secara 

hukum; dan 
4) informasi pengumuman penggabungan yang dimuat dalam 

surat kabar harian berskala nasional. 

2. Penyelenggara melalui FO Perizinan memberitahukan persetujuan 
atau penolakan atas permohonan penutupan kepesertaan karena 

penggabungan kepada Peserta yang menerima penggabungan. 
3. Persetujuan tertulis atas permohonan penutupan kepesertaan karena 

penggabungan paling sedikit memuat: 

a. waktu pelaksanaan penggabungan secara operasional dalam     
BI-FAST; dan 

b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta. 

4. Pelaksanaan pemindahan saldo RSD atau Sub-RSD dari Peserta yang 
menggabungkan diri ke Peserta yang menerima penggabungan 

dilakukan sesuai dengan kewenangan Peserta. 
5. Status kepesertaan dalam BI-FAST dari Peserta yang menggabungkan 

diri efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan 

penggabungan secara operasional dalam BI-FAST. 
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D. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN KARENA 
PELEBURAN 

1. Pengajuan permohonan perubahan status kepesertaan oleh Peserta 
karena peleburan dilakukan dengan tata cara: 
a. Peserta yang meleburkan diri harus mengajukan permohonan 

perubahan status kepesertaan menjadi ditutup kepada 
Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 

peleburan secara hukum; 
b. calon Peserta yang merupakan hasil peleburan harus mengajukan 

permohonan menjadi Peserta BI-FAST, dalam hal calon Peserta 

akan menjadi Peserta BI-FAST, dengan memenuhi persyaratan 
dan tata cara untuk menjadi Peserta sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; 

c. calon Peserta yang merupakan hasil peleburan juga harus 
menyampaikan pemberitahuan peleburan secara tertulis yang 

paling sedikit memuat: 
1) persetujuan peleburan dari lembaga yang berwenang; 
2) waktu pelaksanaan: 

a) peralihan operasional dalam penyelenggaraan BI-FAST 
dari Peserta yang meleburkan diri kepada Peserta hasil 
peleburan; dan 

b) penutupan kepesertaan dalam BI-FAST dari Peserta 
yang meleburkan diri; 

3) pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang 
meleburkan diri oleh calon Peserta hasil peleburan terhitung 
sejak tanggal peleburan secara hukum; dan 

4) informasi pengumuman peleburan yang dimuat dalam surat 
kabar harian berskala nasional. 

2. Penyelenggara melalui FO Perizinan memberitahukan persetujuan 
atau penolakan permohonan penutupan kepesertaan BI-FAST karena 
peleburan kepada calon Peserta atau Peserta yang menerima 

peleburan. 
3. Persetujuan tertulis atas permohonan penutupan Peserta karena 

peleburan memuat: 

a. waktu pelaksanaan peleburan secara operasional dalam BI-FAST; 
dan 

b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta. 
4. Pelaksanaan pemindahan saldo RSD atau Sub-RSD dari Peserta yang 

meleburkan diri ke Peserta yang menerima peleburan dilakukan sesuai 

dengan kewenangan Peserta. 
5. Status kepesertaan dalam BI-FAST dari Peserta yang meleburkan diri 

efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan peleburan 
secara operasional dalam BI-FAST. 
 

E. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN KARENA PEMISAHAN 
1. Perubahan status kepesertaan karena pemisahan dilakukan dalam hal 

terdapat Peserta berupa unit usaha syariah memisahkan diri dari 

Peserta berupa bank umum konvensional sebagai induknya, dengan 
cara: 

a. mendirikan bank umum syariah baru; atau 
b. mengalihkan hak dan kewajiban Peserta unit usaha syariah 

kepada Peserta berupa bank umum syariah. 

2. Dalam hal bank umum syariah baru hasil pemisahan akan menjadi 
Peserta, pengajuan permohonan perubahan status kepesertaan 

karena pemisahan dilakukan dengan tata cara: 
a. Peserta berupa unit usaha syariah yang memisahkan diri dengan 
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cara mendirikan bank umum syariah baru mengajukan 
permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup 

kepada Penyelenggara, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum 
tanggal pemisahan secara hukum; 

b. bank umum syariah baru harus mengajukan permohonan untuk 

menjadi Peserta kepada Penyelenggara dengan memenuhi 
persyaratan dan tata cara untuk menjadi Peserta; dan  

c. calon Peserta yang merupakan hasil pemisahan juga 
menyampaikan pemberitahuan pemisahan secara tertulis kepada 
Penyelenggara. 

3. Dalam hal Peserta berupa unit usaha syariah memisahkan diri dengan 
cara mengalihkan hak dan kewajiban kepada Peserta berupa bank 
umum syariah, Peserta harus mengajukan permohonan perubahan 

status kepesertaan menjadi ditutup kepada Penyelenggara, paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemisahan secara hukum. 

4. Penyelenggara melalui FO Perizinan memberitahukan persetujuan 
atau penolakan permohonan penutupan kepesertaan karena 
pemisahan kepada Peserta. 

5. Persetujuan tertulis atas permohonan penutupan status kepesertaan 
memuat: 
a. waktu pelaksanaan pemisahan secara operasional dalam             

BI-FAST; dan 
b. hal yang harus dilakukan oleh Peserta. 

6. Status kepesertaan dalam BI-FAST dari Peserta yang memisahkan diri 
efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan pemisahan 
secara operasional dalam BI-FAST. 

 
F. TATA CARA PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN KARENA 

PENGALIHAN ASET DAN KEWAJIBAN YANG BUKAN MERUPAKAN 
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMISAHAN 
Tata cara perubahan status kepesertaan karena adanya pengalihan aset 

dan kewajiban berdasarkan persetujuan lembaga yang berwenang 
mengikuti tata cara perubahan status kepesertaan yang berlaku dalam 
penggabungan, peleburan, atau pemisahan. 

 
G. DOKUMEN PENDUKUNG PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN 

No. JENIS DOKUMEN 

PERUBAHAN 
STATUS 

KEPESERTAAN 

1 2 3 4 5 

1.  
Surat permohonan penutupan 
kepesertaan1 

     

2.  Surat dari lembaga yang berwenang yang 
mendasari alasan perubahan status 
kepesertaan 

    - 

3.  Surat persetujuan penggabungan, 
peleburan, atau pemisahan dari lembaga 

yang berwenang 

-    - 

4.  Surat pernyataan bermeterai 

pengambilalihan hak dan kewajiban 
Peserta yang menggabungkan diri, 
meleburkan diri, atau memisahkan diri 

- 
   

- 

5.  
Akta penggabungan, peleburan, atau 
pemisahan 

-    - 

 
1  Surat ditandatangani oleh pimpinan Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia. 
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No. JENIS DOKUMEN 

PERUBAHAN 
STATUS 

KEPESERTAAN 

1 2 3 4 5 

6.  Akta perubahan anggaran dasar Peserta 
yang menerima penggabungan 

-  - - - 

7.  Surat izin penggabungan atau peleburan 
dari lembaga yang berwenang terkait 

persetujuan penggabungan atau 
peleburan 

- 
  

- - 

8.  Akta pendirian Peserta yang merupakan 

hasil peleburan atau pemisahan 
- - 

  - 

9.  Surat persetujuan perubahan anggaran 

dasar dari Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia atau dokumen pendaftaran 

akta penggabungan dan akta perubahan 
anggaran dasar dalam daftar perusahaan2 

-  - - - 

10.  Pengumuman penggabungan dan 
peleburan yang dimuat dalam surat kabar 
harian berskala nasional3 

-   - - 

11.  Surat pengesahan badan hukum 
perseroan dari Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia atas akta pendirian 
Peserta yang merupakan hasil peleburan 
atau pemisahan 

- - 
  

- 

12.  Anggaran dasar terakhir Peserta yang 
meleburkan diri 

- -  - - 

13.  Dokumen persetujuan aksi korporasi yang 
telah disetujui Bank Indonesia 

- 
   - 

Keterangan 
1. self-liquidation 4. pemisahan 

2. penggabungan 5. pengunduran diri 

3. peleburan  

 

 
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,  
  

    TTD 
       

                                                           RICKY P. GOZALI 

 
 

 
2 Dokumen pendukung dapat disampaikan setelah tanggal penggabungan secara hukum 
3 Dokumen pendukung dapat disampaikan setelah tanggal penggabungan secara hukum 
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LAMPIRAN IX 
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  

NOMOR 3 TAHUN 2026 
TANGGAL 2 MARET 2026 
TENTANG   

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN 
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 

TAHUN 2023 TENTANG 
PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-
FAST PAYMENT 

 
STANDAR OPERASIONAL LAYANAN BI-FAST 

 
A. LAYANAN ICT 

1. Kode Transaksi pada Layanan ICT 

No Jenis Kegiatan Transaksi 
Kode 

Transaksi 

1.  Transfer dana antar nasabah berbasis nomor 
rekening 

010 

2.  Reversal Transaction 011 

3.  Transfer dana antar nasabah berbasis Proxy Address 110 

4.  Account Enquiry Request (AER) 510 

5.  Proxy Enquiry Request (PER) 610 

6.  Pengecekan pendaftaran Proxy Address 620 

7.  Pendaftaran Proxy Address 710 

8.  Perubahan, penangguhan, pengalihan, penghapusan 
Proxy Address 

720 

9.  Transfer dana antar nasabah Peserta dalam rangka 
treasury single account 

810 

 
2. Tata Cara Pemrosesan Perintah Validasi Nasabah Penerima 

a. Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis Nomor Rekening 

melalui AER 
1) Peserta pengirim memproses perintah validasi informasi 

nasabah penerima dengan tata cara: 
a) Peserta pengirim memastikan kelengkapan informasi 

perintah validasi nasabah penerima yang paling sedikit 

memuat: 
i. nama Peserta penerima; dan 
ii. nomor rekening nasabah penerima; 

b) Peserta pengirim membuat dan mengirimkan AER ke    
BI-FAST Hub berdasarkan perintah validasi nasabah 

penerima yang diterima; 
c) pengiriman AER sebagaimana dimaksud dalam huruf  

b) dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 
diterimanya perintah validasi nasabah penerima; 

d) pengiriman AER sebagaimana dimaksud dalam huruf  

b) dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal 
perintah validasi nasabah penerima dari nasabah 
pengirim diterima oleh Peserta pengirim mendekati 

pergantian tanggal valuta sehingga Peserta pengirim 
tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan 

perintah validasi nasabah penerima (yang dimaksud 
dengan “pergantian tanggal valuta” adalah pukul 
00:00:00 WIB di lokasi server Penyelenggara); 
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e) Peserta pengirim menerima hasil validasi AER dari        
BI-FAST Hub paling lama 10 (sepuluh) detik sejak 

pengiriman AER; 
f) Peserta pengirim segera meneruskan informasi status 

pengiriman AER kepada nasabah pengirim;  

g) AER yang gagal diproses dapat diajukan kembali dengan 
inisiasi dari nasabah pengirim; 

h) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam huruf  e) dengan 
pertimbangan tertentu; dan 

i) penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam huruf h) disampaikan kepada seluruh Peserta 

melalui surat. 
2) Berdasarkan AER yang diterima dari Peserta pengirim,     BI-

FAST Hub meneruskan AER kepada Peserta penerima. 

3) Peserta penerima memproses AER yang diterima dengan tata 
cara: 

a) Peserta penerima melakukan validasi AER sesuai 
dengan data nasabah penerima yang ditatausahakan;  

b) validasi AER sebagaimana dimaksud dalam huruf a) 

adalah validasi antara data nomor rekening yang 
tercantum dalam AER dengan data nasabah penerima 
yang ditatausahakan oleh Peserta penerima; dan 

c) Peserta penerima mengirimkan hasil validasi AER ke     
BI-FAST Hub untuk selanjutnya diteruskan kepada 

Peserta pengirim. 
b. Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis Proxy Address 

melalui PER 
1) Peserta pengirim memproses perintah validasi nasabah 

penerima dengan tata cara: 

a) Peserta pengirim memastikan kelengkapan informasi 
perintah validasi nasabah penerima berbasis Proxy 
Address; 

b) Peserta pengirim membuat dan mengirimkan PER ke    
BI-FAST Hub berdasarkan perintah validasi nasabah 

penerima yang diterima; 
c) pengiriman PER sebagaimana dimaksud dalam huruf  b) 

dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 
diterimanya perintah validasi nasabah penerima; 

d) pengiriman PER sebagaimana dimaksud dalam huruf  b) 

dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal 
perintah validasi nasabah penerima dari nasabah 

pengirim diterima oleh Peserta pengirim mendekati 
pergantian tanggal valuta sehingga Peserta pengirim 
tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan 

perintah validasi nasabah penerima (yang dimaksud 
dengan “pergantian tanggal valuta” adalah pukul 

00:00:00 WIB di lokasi server Penyelenggara); 
e) Peserta pengirim menerima hasil validasi PER dari        

BI-FAST Hub paling lama 10 (sepuluh) detik sejak 

pengiriman PER; 
f) Peserta pengirim segera meneruskan informasi status 

pengiriman PER kepada nasabah pengirim;  
g) PER yang gagal diproses dapat diajukan kembali dengan 

inisiasi dari nasabah pengirim; 
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h) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam huruf  e) dengan 

pertimbangan tertentu; dan 
i) penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud 

dalam huruf h) disampaikan kepada seluruh Peserta 

melalui surat. 
2) Berdasarkan PER yang diterima dari Peserta pengirim,          

BI-FAST Hub melakukan hal sebagai berikut: 
a) melakukan validasi PER dengan data nasabah penerima 

yang ditatausahakan pada database Proxy Address        
BI-FAST; dan 

b) mengirimkan hasil validasi PER kepada Peserta 

pengirim untuk selanjutnya diteruskan kepada nasabah 
pengirim. 
 

3. Tata Cara Pelaksanaan Perintah Transfer Dana melalui CTR 
a. Peserta pengirim memproses perintah transfer dana dari nasabah 

pengirim dengan tata cara: 
1) pelaksanaan perintah transfer dana dilakukan setelah 

adanya konfirmasi dari nasabah pengirim untuk 

melanjutkan proses transfer dana berdasarkan hasil validasi 
nasabah penerima; 

2) Peserta pengirim memastikan kelengkapan informasi 

perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim; 
3) untuk memastikan kelengkapan informasi perintah transfer 

dana, Peserta pengirim harus mensyaratkan kepada 
nasabah pengirim untuk mengisi perintah transfer dana 
secara lengkap dan benar; 

4) perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim 
paling sedikit memuat informasi: 

a) identitas nasabah pengirim, paling sedikit memuat 
nama dan nomor rekening; 

b) identitas nasabah penerima, paling sedikit memuat 

nama dan nomor rekening; 
c) identitas Peserta penerima, paling sedikit memuat nama 

Peserta penerima; 

d) jumlah dana yang ditransfer;  
e) tanggal perintah transfer dana;  

f) tujuan transfer dana; dan 
g) informasi lain yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan wajib dicantumkan dalam 

perintah transfer dana. 
5) Peserta pengirim membuat CTR sesuai dengan perintah 

transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim dengan 

memperhatikan message field yang harus diisi oleh Peserta 
pengirim; 

6) pengiriman CTR ke Peserta penerima melalui BI-FAST Hub 
dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

diterimanya perintah transfer dana (kecuali perintah transfer 
dana diterima pada waktu mendekati pergantian tanggal 
valuta, yakni antara pukul 23:59:44-23:59:59 WIB di lokasi 

server Penyelenggara); 
7) Peserta pengirim menerima status pengiriman CTR dari       

BI-FAST Hub paling lama 15 (lima belas) detik sejak 
pengiriman CTR;  

8) untuk meneruskan CTR ke Peserta penerima, BI-FAST Hub 
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melakukan pemblokiran dana pada RSD atau Sub-RSD 
Peserta pengirim sejumlah nominal yang tertera dalam CTR;  

9) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada angka 7) dengan pertimbangan 
tertentu; dan 

10) penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
angka 9) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat. 

b. Peserta penerima memproses CTR yang diterima dari BI-FAST 
Hub dengan tata cara: 
1) Peserta penerima melakukan validasi CTR yang diterima 

dengan melakukan pengecekan status rekening nasabah 
penerima; dan 

2) Peserta penerima menginformasikan hasil validasi CTR ke 
BI-FAST Hub segera setelah validasi dan akseptasi CTR 
dilakukan. 

c. Berdasarkan hasil validasi yang diterima dari Peserta penerima, 
BI-FAST Hub melakukan hal sebagai berikut: 

1) meneruskan informasi hasil validasi CTR kepada Peserta 
pengirim; 

2) melakukan Setelmen Dana secara seketika per transaksi 

secara individual; 
3) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2) 

dengan ketentuan: 
a) Setelmen Dana dilakukan melalui pendebitan RSD atau 

Sub-RSD Peserta pengirim dan pengkreditan RSD atau 

Sub-RSD Peserta penerima; 
b) penyelesaian Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip 

first in first out (FIFO) untuk masing-masing transaksi; 

c) Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan 
dana di RSD atau Sub-RSD; dan 

d) Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi 
akseptasi CTR dari Peserta penerima;  

4) mengirimkan status Setelmen Dana kepada Peserta pengirim 

dan Peserta penerima; dan 
5) status Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 4) 

hanya akan dikirimkan untuk CTR yang berhasil diproses. 
d. Berdasarkan informasi status Setelmen Dana: 

1) Peserta pengirim menyampaikan status transaksi kepada 

nasabah pengirim; dan 
2) Peserta penerima meneruskan dana dan menyampaikan 

informasi pengkreditan rekening kepada nasabah penerima. 
e. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d 

dilakukan segera setelah Peserta pengirim dan Peserta penerima 

menerima status Setelmen Dana dari BI-FAST Hub. 
f. Dalam hal terjadi kondisi tertentu pada Peserta penerima atau     

BI-FAST Hub dalam pemrosesan CTR, berlaku ketentuan: 
1) Kondisi di Peserta Penerima 

a) Jika sampai batas waktu yang ditentukan Peserta 

penerima tidak memberikan respons atas CTR yang 
disampaikan oleh BI-FAST Hub, maka dapat 

diberlakukan mekanisme deemed settle. Deemed settle 
merupakan Setelmen Dana yang dilakukan tanpa 
disertai respons dari Peserta penerima. 

b) Dalam hal terjadi deemed settle, Peserta penerima: 
i. harus tetap meneruskan transaksi ke rekening 

nasabah penerima, dalam hal Peserta penerima 
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tidak melakukan penolakan atas deemed settle; 
atau 

ii. melakukan pengembalian dana kepada Peserta 
pengirim melalui mekanisme reversal transaction, 
dalam hal Peserta penerima melakukan penolakan 
atas deemed settle karena rekening nasabah 
penerima dalam status tidak aktif antara lain 

disebabkan oleh rekening nasabah penerima telah 
ditutup atau diblokir. 

c) Terhadap transaksi yang diselesaikan melalui deemed 
settle, BI-FAST menerapkan fungsi store and forward 
(SAF) untuk mengirimkan kembali CTR kepada Peserta 
penerima agar dapat direspons oleh Peserta penerima. 

d) Penyelenggara dapat menyesuaikan pemberlakuan 

mekanisme deemed settle dengan pertimbangan 
tertentu. 

e) Dalam hal mekanisme deemed settle tidak diberlakukan 
oleh Penyelenggara, apabila Peserta penerima tidak 
memberikan respons sesuai dengan jangka waktu yang 

ditetapkan Penyelenggara maka transaksi akan ditolak 
dengan status timeout. 

2) Kondisi di BI-FAST Hub 
a) Dalam hal Peserta pengirim belum mendapatkan 

informasi status Setelmen Dana atas CTR yang 
dikirimkan dari BI-FAST Hub, status transaksi tersebut 
dianggap pending dan Peserta pengirim dapat 

melakukan pengecekan status transaksi melalui 
payment status check pada BI-FAST. 

b) Peserta pengirim menindaklanjuti hasil pengecekan 
status transaksi melalui payment status check dengan 

menyampaikan status transaksi kepada nasabah 
pengirim. 

c) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan melalui 

payment status check tidak terdapat informasi status 
Setelmen Dana atas CTR yang dikirimkan dari BI-FAST 

Hub, Peserta pengirim dapat melakukan pengecekan 
status transaksi melalui member statement. 

d) Dalam hal mekanisme deemed settle tidak diberlakukan 

oleh Penyelenggara, apabila Peserta penerima tidak 
dapat memberikan respons sesuai dengan jangka waktu 

yang ditetapkan Penyelenggara maka transaksi akan 
ditolak dengan status timeout. 

 

B. LAYANAN RFP 
1. Kode Transaksi pada Layanan RFP 

No Jenis Kegiatan Transaksi 
Kode 

Transaksi 

1.  RFP Request berbasis Proxy Address 851 

2.  RFP Request berbasis nomor rekening 853 

3.  Transfer dana Layanan RFP antar nasabah 310 

4.  Tolakan RFP Request berbasis Proxy Address  852 

5.  Tolakan RFP Request berbasis nomor rekening  854 

6.  Account Enquiry Request (AER) 510 

7.  Proxy Enquiry Request (PER) 610 
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2. Tata Cara Pemrosesan Perintah Validasi Nasabah Pembayar  
a. Proses Validasi Nasabah Pembayar Berbasis Nomor Rekening 

melalui AER 
1) Peserta penerima pembayaran memproses perintah validasi 

informasi nasabah pembayar dengan tata cara: 

a) Peserta penerima pembayaran memastikan 
kelengkapan informasi perintah validasi nasabah 

pembayar yang paling sedikit memuat: 
i. nama Peserta pembayar; dan 
ii. nomor rekening nasabah pembayar; 

b) Peserta penerima pembayaran membuat dan 
mengirimkan AER ke BI-FAST Hub berdasarkan 

perintah validasi nasabah pembayar yang diterima; 
c) pengiriman AER sebagaimana dimaksud dalam huruf b) 

dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

diterimanya perintah validasi nasabah pembayar; 
d) pengiriman AER sebagaimana dimaksud dalam huruf b) 

dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal 

perintah validasi nasabah pembayar dari nasabah 
penerima pembayaran diterima oleh Peserta penerima 

pembayaran mendekati pergantian tanggal valuta 
sehingga Peserta penerima pembayaran tidak 
mempunyai cukup waktu untuk meneruskan perintah 

validasi nasabah pembayar (yang dimaksud dengan 
“pergantian tanggal valuta” adalah pukul 00:00:00 WIB 

di lokasi server Penyelenggara); 
e) Peserta penerima pembayaran menerima hasil validasi 

AER dari BI-FAST Hub paling lama 10 (sepuluh) detik 

sejak pengiriman AER; 
f) Peserta penerima pembayaran segera meneruskan 

informasi status pengiriman AER kepada nasabah 
penerima pembayaran;  

g) AER yang gagal diproses dapat diajukan kembali dengan 

inisiasi dari nasabah penerima pembayaran; 
h) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam huruf  e) dengan 
pertimbangan tertentu; dan 

i) penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud 

dalam huruf h) disampaikan kepada seluruh Peserta 
melalui surat. 

2) Berdasarkan AER yang diterima dari Peserta penerima 

pembayaran, BI-FAST Hub meneruskan AER kepada Peserta 
pembayar. 

3) Peserta pembayar memproses AER yang diterima dengan tata 
cara: 
a) Peserta pembayar melakukan validasi AER sesuai 

dengan data nasabah pembayar yang ditatausahakan; 
b) validasi AER sebagaimana dimaksud dalam huruf a) 

adalah validasi antara data nomor rekening yang 
tercantum dalam AER dengan data nasabah penerima 
yang ditatausahakan oleh Peserta penerima; dan 

c) Peserta pembayar mengirimkan hasil validasi AER ke    
BI-FAST Hub untuk selanjutnya diteruskan kepada 

Peserta penerima pembayaran. 
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b. Proses Validasi Nasabah Pembayar Berbasis Proxy Address 
melalui PER 

1) Peserta penerima pembayaran memproses perintah validasi 
nasabah pembayar dengan tata cara: 
a) Peserta penerima pembayaran memastikan 

kelengkapan informasi perintah validasi nasabah 
pembayar berbasis Proxy Address; 

b) Peserta penerima pembayaran membuat dan 
mengirimkan PER ke BI-FAST Hub berdasarkan 

perintah validasi nasabah pembayar yang diterima; 
c) pengiriman PER sebagaimana dimaksud dalam huruf  b) 

dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

diterimanya perintah validasi nasabah pembayar; 
d) pengiriman PER sebagaimana dimaksud dalam huruf  b) 

dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal 

perintah validasi nasabah pembayar dari nasabah 
penerima pembayaran diterima oleh Peserta penerima 

pembayaran mendekati pergantian tanggal valuta 
sehingga Peserta penerima pembayaran tidak 
mempunyai cukup waktu untuk meneruskan perintah 

validasi nasabah pembayar (yang dimaksud dengan 
“pergantian tanggal valuta” adalah pukul 00:00:00 WIB 

di lokasi server Penyelenggara); 
e) Peserta penerima pembayaran menerima hasil validasi 

PER dari BI-FAST Hub paling lama 10 (sepuluh) detik 

sejak pengiriman PER; 
f) Peserta penerima pembayaran segera meneruskan 

informasi status pengiriman PER kepada nasabah 
penerima pembayaran;  

g) PER yang gagal diproses dapat diajukan kembali dengan 

inisiasi dari nasabah penerima pembayaran; 
h) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam huruf  e) dengan 
pertimbangan tertentu; dan 

i) penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud 

dalam huruf h) disampaikan kepada seluruh Peserta 
melalui surat. 

2) Berdasarkan PER yang diterima dari Peserta penerima 

pembayaran, BI-FAST Hub melakukan hal sebagai berikut: 
a) melakukan validasi PER dengan data nasabah 

pembayar yang ditatausahakan pada database Proxy 
Address BI-FAST; dan 

b) mengirimkan hasil validasi PER kepada Peserta 
penerima pembayaran untuk selanjutnya diteruskan 
kepada nasabah penerima pembayaran. 

 
3. Tata Cara Pemrosesan Informasi Permintaan Bayar melalui RFP 

Request 
a. Peserta penerima pembayaran memproses informasi permintaan 

bayar yang dibuat oleh nasabah penerima pembayaran dengan 

tata cara: 
1) Peserta penerima pembayaran memastikan kelengkapan 

informasi permintaan bayar yang dibuat oleh nasabah 
penerima pembayaran; 

2) untuk memastikan kelengkapan informasi permintaan 

bayar, Peserta penerima pembayaran harus mensyaratkan 
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kepada nasabah penerima pembayaran untuk mengisi 
informasi permintaan bayar secara lengkap dan benar; 

3) informasi permintaan bayar yang dibuat oleh nasabah 
penerima pembayaran paling sedikit memuat informasi: 
a) identitas nasabah pembayar, paling sedikit memuat 

nama dan nomor rekening; 
b) identitas nasabah penerima pembayaran, paling sedikit 

memuat nama dan nomor rekening; 
c) identitas Peserta pembayar, paling sedikit memuat 

nama Peserta pembayar; 

d) identitas Peserta penerima pembayaran, paling sedikit 
memuat nama Peserta penerima pembayaran; 

e) jumlah dana yang dibayarkan; 

f) masa berlaku perintah permintaan bayar;  
g) tujuan permintaan bayar; dan 

h) informasi lain yang yang ditetapkan oleh Penyelenggara 
4) Peserta penerima pembayaran membuat dan mengirimkan 

RFP Request ke BI-FAST Hub berdasarkan informasi 

permintaan bayar nasabah penerima pembayaran yang 
diterima; 

5) Peserta penerima pembayaran menerima hasil respons 
status RFP Request dari BI-FAST Hub paling lama                    
15 (lima belas) detik sejak pengiriman RFP Request; 

6) Peserta penerima pembayaran segera meneruskan respons 
status RFP Request kepada nasabah penerima pembayaran;  

7) RFP Request yang gagal diproses dapat diajukan kembali 
dengan inisiasi dari nasabah penerima pembayaran;  

8) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada angka 5) dengan pertimbangan 
tertentu; dan 

9) penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
angka 8) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat. 

b. Berdasarkan RFP Request yang diterima dari Peserta penerima 
pembayaran, BI-FAST Hub meneruskan RFP Request kepada 

Peserta pembayar. 
c. Peserta pembayar memproses RFP Request yang diterima dengan 

tata cara: 

1) Peserta pembayar melakukan validasi RFP Request yang 
diterima dengan melakukan pengecekan status rekening 

nasabah pembayar; 
2) Peserta pembayar mengirimkan respons status RFP Request 

ke BI-FAST Hub berdasarkan hasil validasi RFP Request 
untuk selanjutnya diteruskan kepada Peserta penerima 
pembayaran; 

3) respons status RFP Request berupa: 
a) received, yaitu RFP Request telah berhasil diteruskan 

kepada nasabah pembayar; atau 
b) not received, yaitu RFP Request tidak berhasil 

diteruskan kepada nasabah pembayar. 
d. Status RFP Request adalah sebagai berikut: 

1) Received, yaitu RFP Request sudah diterima oleh Peserta 

pembayar atau RFP Request sudah disetujui oleh Peserta 
pembayar namun CTR tidak berhasil dijalankan; 

2) Settled, yaitu RFP Request sudah disetujui Peserta pembayar 
dan CTR berhasil dijalankan; dan 

3) Rejected, yaitu RFP Request ditolak oleh Peserta pembayar. 
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4. Tata Cara Pelaksanaan Perintah Transfer Dana melalui CTR 
a. Peserta pembayar memproses perintah transfer dana dari 

nasabah pembayar dengan tata cara: 
1) pelaksanaan perintah transfer dana dilakukan setelah 

adanya persetujuan dari nasabah pembayar untuk 

melanjutkan proses transfer dana berdasarkan RFP Request; 
2) Peserta pembayar membuat CTR sesuai dengan RFP Request 

yang dikirimkan oleh Peserta Penerima pembayaran dengan 
memperhatikan message field yang harus diisi oleh Peserta 

pembayar; 
3) pengiriman CTR ke Peserta penerima pembayaran melalui 

BI-FAST Hub dilakukan pada tanggal yang sama dengan 

tanggal diterimanya perintah transfer dana (kecuali perintah 
transfer dana diterima pada waktu mendekati pergantian 

tanggal valuta, yakni antara pukul 23:59:44-23:59:59 WIB di 
lokasi server Penyelenggara); 

4) Peserta pembayar menerima status pengiriman CTR dari       

BI-FAST Hub paling lama 15 (lima belas) detik sejak 
pengiriman CTR;  

5) untuk meneruskan CTR ke Peserta penerima pembayaran, 
BI-FAST Hub melakukan pemblokiran dana pada RSD atau 

Sub-RSD Peserta pembayar sejumlah nominal yang tertera 
dalam CTR;  

6) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada angka 4) dengan pertimbangan 
tertentu; dan 

7) penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

angka 6) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat. 
b. Peserta penerima pembayaran memproses CTR yang diterima dari 

BI-FAST Hub dengan tata cara: 
1) Peserta penerima pembayaran melakukan validasi CTR yang 

diterima dengan melakukan pengecekan status rekening 

nasabah penerima pembayaran; dan 
2) Peserta penerima pembayaran menginformasikan hasil 

validasi CTR ke BI-FAST Hub segera setelah validasi dan 
akseptasi CTR dilakukan. 

c. Berdasarkan hasil validasi yang diterima dari Peserta penerima 

pembayaran, BI-FAST Hub melakukan hal sebagai berikut: 
1) meneruskan informasi hasil validasi CTR kepada Peserta 

pembayar; 
2) melakukan Setelmen Dana secara seketika per transaksi 

secara individual; 
3) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2) 

dengan ketentuan:  

a) Setelmen Dana dilakukan melalui pendebitan RSD atau 
Sub-RSD Peserta pembayar dan pengkreditan RSD atau 
Sub-RSD Peserta penerima pembayaran; 

b) penyelesaian Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip 
first in first out (FIFO) untuk masing-masing transaksi; 

c) Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan 
dana di RSD atau Sub-RSD; dan 

d) Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi 

akseptasi CTR dari Peserta penerima pembayaran;  
4) mengirimkan status Setelmen Dana kepada Peserta 

pembayar dan Peserta penerima pembayaran; dan 
5) status Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 4) 
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hanya akan dikirimkan untuk CTR yang berhasil diproses. 
d. Berdasarkan informasi status Setelmen Dana: 

1) Peserta pembayar menyampaikan status transaksi kepada 
nasabah pembayar; dan 

2) Peserta penerima pembayaran meneruskan dana dan 

menyampaikan informasi pengkreditan rekening kepada 
nasabah penerima pembayaran. 

e. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d 
dilakukan segera setelah Peserta pembayar dan Peserta penerima 
pembayaran menerima status Setelmen Dana dari BI-FAST Hub. 

f. Dalam hal terjadi kondisi tertentu pada Peserta penerima 
pembayaran atau BI-FAST Hub dalam pemrosesan CTR, berlaku 

ketentuan: 
1) Kondisi di Peserta Penerima Pembayaran 

a) Jika sampai batas waktu yang ditentukan Peserta 

penerima pembayaran tidak memberikan respons atas 
CTR yang disampaikan oleh BI-FAST Hub, maka dapat 

diberlakukan mekanisme deemed settle. Deemed settle 
merupakan Setelmen Dana yang dilakukan tanpa 
disertai respons dari Peserta penerima pembayaran. 

b) Dalam hal terjadi deemed settle, Peserta penerima 
pembayaran: 

i. harus tetap meneruskan transaksi ke rekening 
nasabah penerima pembayaran, dalam hal Peserta 
penerima pembayaran tidak melakukan penolakan 

atas deemed settle; atau 
ii. melakukan pengembalian dana kepada Peserta 

pembayar melalui mekanisme reversal transaction, 
dalam hal Peserta penerima pembayaran 

melakukan penolakan atas deemed settle karena 
rekening nasabah penerima pembayaran dalam 
status tidak aktif antara lain disebabkan oleh 

rekening nasabah penerima pembayaran telah 
ditutup atau diblokir. 

c) Terhadap transaksi yang diselesaikan melalui deemed 
settle, BI-FAST menerapkan fungsi store and forward 
(SAF) untuk mengirimkan kembali CTR kepada Peserta 

penerima pembayaran agar dapat direspons oleh 
Peserta penerima pembayaran. 

d) Penyelenggara dapat menyesuaikan pemberlakuan 
mekanisme deemed settle dengan pertimbangan 

tertentu. 
e) Dalam hal mekanisme deemed settle tidak diberlakukan 

oleh Penyelenggara, apabila Peserta penerima 

pembayaran tidak memberikan respons sesuai dengan 
jangka waktu yang ditetapkan Penyelenggara maka 

transaksi akan ditolak dengan status timeout. 
2) Kondisi di BI-FAST Hub 

a) Dalam hal Peserta pembayar belum mendapatkan 

informasi status Setelmen Dana atas CTR yang 
dikirimkan dari BI-FAST Hub, status transaksi tersebut 

dianggap pending dan Peserta pembayar dapat 
melakukan pengecekan status transaksi melalui 

payment status check pada BI-FAST. 
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b) Peserta pembayar menindaklanjuti hasil pengecekan 
status transaksi melalui payment status check dengan 

menyampaikan status transaksi kepada nasabah 
pembayar. 

c) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan melalui 

payment status check tidak terdapat informasi status 
Setelmen Dana atas CTR yang dikirimkan dari BI-FAST 

Hub, Peserta pembayar dapat melakukan pengecekan 
status transaksi melalui member statement. 

d) Dalam hal mekanisme deemed settle tidak diberlakukan 
oleh Penyelenggara, apabila Peserta penerima 

pembayaran tidak dapat memberikan respons sesuai 
dengan jangka waktu yang ditetapkan Penyelenggara 
maka transaksi akan ditolak dengan status timeout. 

 

C. LAYANAN BCT 
1. Kode Transaksi pada Layanan BCT 

No Jenis Kegiatan Transaksi 
Kode 

Transaksi 

1.  Transfer dana antar nasabah berbasis nomor 
rekening 

010 

2.  Reversal Transaction 011 

3.  Transfer dana antar nasabah berbasis Proxy Address 110 

4.  Account Enquiry Request (AER) 510 

5.  Proxy Enquiry Request (PER) 412 

 
2. Tata Cara Pemrosesan Perintah Validasi Nasabah Penerima  

a. Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis Nomor Rekening 
melalui AER 
1) Peserta pengirim memproses perintah validasi informasi 

nasabah penerima dengan tata cara: 

a) Peserta pengirim memastikan kelengkapan informasi 
perintah validasi nasabah penerima yang paling sedikit 

memuat: 
i. nama Peserta penerima; dan 
ii. nomor rekening nasabah penerima; 

b) Peserta pengirim membuat dan mengirimkan bulk AER 
ke BI-FAST Connector atau BI-FAST API sesuai dengan 

perintah validasi nasabah penerima yang diterima;  
c) bulk AER sebagaimana dimaksud dalam huruf b) 

diubah menjadi AER pada BI-FAST Connector atau BI-
FAST API dan dikirimkan ke BI-FAST Hub. 

d) 1 (satu) bulk AER paling banyak memuat 1.000 (seribu) 
AER; 

e) pengiriman AER sebagaimana dimaksud dalam huruf  c) 

dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 
diterimanya perintah validasi nasabah penerima; 

f) pengiriman AER sebagaimana dimaksud dalam huruf  c) 
dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal 
perintah validasi nasabah penerima dari nasabah 

pengirim diterima oleh Peserta pengirim mendekati 
pergantian tanggal valuta sehingga Peserta pengirim 
tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan 

perintah validasi nasabah penerima (yang dimaksud 
dengan “pergantian tanggal valuta” adalah pukul 
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00:00:00 WIB di lokasi server Penyelenggara); 
g) Peserta pengirim menerima hasil validasi AER dari         

BI-FAST Hub paling lama 10 (sepuluh) detik sejak 
pengiriman AER; 

h) Peserta pengirim segera meneruskan informasi status 
pengiriman AER kepada nasabah pengirim;  

i) AER yang gagal diproses dapat diajukan kembali dengan 

inisiasi dari nasabah pengirim; 
j) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam huruf g) dengan 

pertimbangan tertentu; dan 
k) penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud 

dalam huruf j) disampaikan kepada seluruh Peserta 
melalui surat. 

2) Berdasarkan AER yang diterima dari Peserta pengirim,         

BI-FAST Hub meneruskan AER kepada Peserta penerima. 
3) Peserta penerima memproses AER yang diterima dengan tata 

cara: 
a) Peserta penerima melakukan validasi AER sesuai 

dengan data nasabah penerima yang ditatausahakan; 

b) validasi AER sebagaimana dimaksud dalam huruf a) 
adalah validasi antara data nomor rekening yang 

tercantum dalam AER dengan data nasabah penerima 
yang ditatausahakan oleh Peserta penerima; dan 

c) Peserta penerima mengirimkan hasil validasi AER ke      

BI-FAST Hub untuk selanjutnya diteruskan kepada 
Peserta pengirim. 

b. Proses Validasi Nasabah Penerima Berbasis Proxy Address 
melalui Bulk PER 

1) Peserta pengirim memproses perintah validasi nasabah 
penerima dengan tata cara: 
a) Peserta pengirim memastikan kelengkapan informasi 

perintah validasi nasabah penerima berbasis Proxy 
Address; 

b) Peserta pengirim membuat dan mengirimkan bulk PER 
ke BI-FAST Connector atau BI-FAST API sesuai dengan 

perintah validasi nasabah penerima; 
c) bulk PER sebagaimana dimaksud dalam huruf b) diubah 

menjadi PER pada BI-FAST Connector atau BI-FAST API 

dan dikirimkan ke BI-FAST Hub; 
d) 1 (satu) bulk PER paling banyak memuat 1.000 (seribu) 

PER; 
e) pengiriman PER sebagaimana dimaksud dalam huruf  c) 

dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 
diterimanya perintah validasi nasabah penerima; 

f) pengiriman PER sebagaimana dimaksud dalam huruf  c) 

dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal 
perintah validasi nasabah penerima dari nasabah 

pengirim diterima oleh Peserta pengirim mendekati 
pergantian tanggal valuta sehingga Peserta pengirim 
tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan 

perintah validasi nasabah penerima (yang dimaksud 
dengan “pergantian tanggal valuta” adalah pukul 
00:00:00 WIB di lokasi server Penyelenggara); 

g) Peserta pengirim menerima hasil validasi PER dari        
BI-FAST Hub paling lama 10 (sepuluh) detik sejak 
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pengiriman PER; 
h) Peserta pengirim segera meneruskan informasi status 

pengiriman PER kepada nasabah pengirim;  
i) PER yang gagal diproses dapat diajukan kembali dengan 

inisiasi dari nasabah pengirim; 

j) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam huruf  g) dengan 

pertimbangan tertentu; dan 
k) penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud 

dalam huruf j) disampaikan kepada seluruh Peserta 

melalui surat. 
2) Berdasarkan PER yang diterima dari Peserta pengirim,     BI-

FAST Hub melakukan hal sebagai berikut: 

a) melakukan validasi PER dengan data nasabah penerima 
yang ditatausahakan pada database Proxy Address       
BI-FAST; dan 

b) mengirimkan hasil validasi PER kepada Peserta 

pengirim. 
 

3. Tata Cara Pelaksanaan Perintah Transfer Dana melalui CTR 

a. Peserta pengirim memproses perintah transfer dana dari nasabah 
pengirim dengan tata cara: 
1) pelaksanaan perintah transfer dana dilakukan setelah 

adanya konfirmasi dari nasabah pengirim untuk 
melanjutkan proses transfer dana berdasarkan hasil validasi 

nasabah penerima; 
2) Peserta pengirim memastikan kelengkapan informasi 

perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim; 

3) untuk memastikan kelengkapan informasi perintah transfer 
dana, Peserta pengirim harus mensyaratkan kepada 

nasabah pengirim untuk mengisi perintah transfer dana 
secara lengkap dan benar; 

4) perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim 

paling sedikit memuat informasi: 
a) identitas nasabah pengirim, paling sedikit memuat 

nama dan nomor rekening; 

b) identitas nasabah penerima, paling sedikit memuat 
nama dan nomor rekening; 

c) identitas Peserta penerima, paling sedikit memuat nama 
Peserta penerima; 

d) jumlah dana yang ditransfer;  

e) tanggal perintah transfer dana;  
f) tujuan transfer dana; dan 
g) informasi lain yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan wajib dicantumkan dalam 
perintah transfer dana. 

5) Peserta pengirim membuat dan mengirimkan bulk CTR ke   
BI-FAST Connector atau BI-FAST API sesuai dengan perintah 

transfer dana nasabah pengirim dengan memperhatikan 
message field yang harus diisi oleh Peserta pengirim;  

6) bulk CTR sebagaimana dimaksud dalam huruf 5) diubah 

menjadi CTR pada BI-FAST Connector atau BI-FAST API dan 
dikirimkan ke BI-FAST Hub. 

7) 1 (satu) bulk CTR sebagaimana dimaksud pada angka 5), 
memuat paling sedikit 20 (dua puluh) sampai dengan paling 

banyak 1.000 (seribu) CTR;  
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8) pengiriman CTR ke Peserta penerima melalui BI-FAST Hub 
dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

diterimanya perintah transfer dana (kecuali perintah transfer 
dana diterima pada waktu mendekati pergantian tanggal 
valuta, yakni antara pukul 23:59:44-23:59:59 WIB di lokasi 

server Penyelenggara); 
9) Peserta pengirim menerima status pengiriman CTR dari       

BI-FAST Hub paling lama 15 (lima belas) detik sejak 
pengiriman CTR;  

10) untuk meneruskan CTR ke Peserta penerima, BI-FAST Hub 
melakukan pemblokiran dana pada RSD atau Sub-RSD 
Peserta pengirim sejumlah nominal yang tertera dalam CTR; 

11) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada angka 9) dengan pertimbangan 

tertentu; dan 
12) penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

angka 11) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui 

surat. 
b. Peserta penerima memproses CTR yang diterima dari BI-FAST 

Hub dengan tata cara: 

1) Peserta penerima melakukan validasi CTR yang diterima 
dengan melakukan pengecekan status rekening nasabah 

penerima; dan 
2) Peserta penerima menginformasikan hasil validasi CTR ke 

BI-FAST Hub segera setelah validasi dan akseptasi CTR  
dilakukan. 

c. Berdasarkan hasil validasi yang diterima dari Peserta penerima, 

BI-FAST Hub melakukan hal sebagai berikut: 
1) meneruskan informasi hasil validasi CTR kepada Peserta 

pengirim; 
2) melakukan Setelmen Dana secara seketika per transaksi 

secara individual; 

3) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2) 
dengan ketentuan: 

a) Setelmen Dana dilakukan melalui pendebitan RSD atau 
Sub-RSD Peserta pengirim dan pengkreditan RSD atau 
Sub-RSD Peserta penerima; 

b) penyelesaian Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip 
first in first out (FIFO) untuk masing-masing transaksi;  

c) Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan 
dana di RSD atau Sub-RSD; dan 

d) Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi 

akseptasi CTR dari Peserta penerima;  
4) mengirimkan status Setelmen Dana kepada Peserta pengirim 

dan Peserta penerima; dan 

5) status Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 4) 
hanya akan dikirimkan untuk CTR yang berhasil diproses. 

d. Berdasarkan informasi status Setelmen Dana: 
1) Peserta pengirim menyampaikan status transaksi kepada 

nasabah pengirim; dan 

2) Peserta penerima meneruskan dana dan menyampaikan 
informasi pengkreditan rekening kepada nasabah penerima. 

e. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d 
dilakukan segera setelah Peserta pengirim dan Peserta penerima 
menerima status Setelmen Dana dari BI-FAST Hub. 
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f. Dalam hal terjadi kondisi tertentu pada Peserta penerima atau    
BI-FAST Hub dalam pemrosesan CTR, berlaku ketentuan: 

1) Kondisi di Peserta Penerima 
a) Jika sampai batas waktu yang ditentukan Peserta 

penerima tidak memberikan respons atas CTR yang 

disampaikan oleh BI-FAST Hub, maka dapat berlaku 
mekanisme deemed settle. Deemed settle merupakan 

Setelmen Dana yang dilakukan tanpa disertai respons 
dari Peserta penerima. 

b) Dalam hal terjadi deemed settle, Peserta penerima: 

i. harus tetap meneruskan transaksi ke rekening 
nasabah penerima, dalam hal Peserta penerima 

tidak melakukan penolakan atas deemed settle; 
atau 

ii. melakukan pengembalian dana kepada Peserta 
pengirim melalui mekanisme reversal transaction, 
dalam hal Peserta penerima melakukan penolakan 

atas deemed settle karena rekening nasabah 
penerima dalam status tidak aktif antara lain 

disebabkan oleh rekening nasabah penerima telah 
ditutup atau diblokir. 

c) Terhadap transaksi yang diselesaikan melalui deemed 
settle, BI-FAST menerapkan fungsi store and forward 
(SAF) untuk mengirimkan kembali CTR kepada Peserta 

penerima agar dapat direspons oleh Peserta penerima. 
d) Penyelenggara dapat menyesuaikan pemberlakuan 

mekanisme deemed settle dengan pertimbangan 
tertentu. 

e) Dalam hal mekanisme deemed settle tidak diberlakukan 

oleh Penyelenggara, apabila Peserta penerima tidak 
memberikan respons sesuai dengan jangka waktu yang 

ditetapkan Penyelenggara maka transaksi akan ditolak 
dengan status timeout. 

2) Kondisi di BI-FAST Hub 
a) Dalam hal Peserta pengirim belum mendapatkan 

informasi status Setelmen Dana atas CTR yang 

dikirimkan dari BI-FAST Hub, status transaksi tersebut 
dianggap pending dan Peserta pengirim dapat 

melakukan pengecekan status transaksi melalui 
payment status check pada BI-FAST. 

b) Peserta pengirim menindaklanjuti hasil pengecekan 
status transaksi melalui payment status check dengan 
menyampaikan status transaksi kepada nasabah 

pengirim. 
c) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan melalui 

payment status check tidak terdapat informasi status 
Setelmen Dana atas CTR yang dikirimkan dari BI-FAST 
Hub, Peserta pengirim dapat melakukan pengecekan 

status transaksi melalui member statement. 
d) Dalam hal mekanisme deemed settle tidak diberlakukan 

oleh Penyelenggara, apabila Peserta penerima tidak 
dapat memberikan respons sesuai dengan jangka waktu 

yang ditetapkan Penyelenggara maka transaksi akan 
ditolak dengan status timeout. 
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D. LAYANAN DDT 
1. Kode Transaksi pada Layanan DDT 

No Jenis Kegiatan Transaksi 
Kode 

Transaksi 

1.  Pendaftaran Standing Instruction oleh Peserta penagih  802 

2.  Pendaftaran Standing Instruction oleh Peserta tertagih  821 

3.  Respons atas “pendaftaran Standing Instruction oleh 
Peserta penagih”  

803 

4.  Respons atas “pendaftaran Standing Instruction oleh 
Peserta tertagih” 

822 

5.  Perubahan Standing Instruction oleh Peserta penagih 761 

6.  Perubahan Standing Instruction oleh Peserta tertagih 762 

7.  Respons atas “perubahan Standing Instruction oleh 
Peserta penagih” 

771 

8.  Respons atas “perubahan Standing Instruction oleh 
Peserta tertagih” 

772 

9.  Penghapusan Standing Instruction oleh Peserta 
penagih 

764 

10.  Penghapusan Standing Instruction oleh Peserta 
tertagih 

763 

11.  Penagihan Layanan Direct Debit Transfer 210 

12.  Reverse Direct Debit Transfer 872 

13.  Bulk Standing Instruction by Creditor 413 

14.  Bulk Standing Instruction by Debtor 414 

 

2. Tata Cara Pendaftaran,  Perubahan Data, dan Penghapusan Biller 
a. Tata Cara Pendaftaran Biller 

1) Peserta memproses permintaan pendaftaran Biller dengan 
tata cara sebagai berikut: 
a) Peserta memastikan calon Biller memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan berdasarkan kebijakan internal 
masing-masing Peserta (termasuk penerapan prinsip 

know your customer); 
b) Peserta melakukan pendaftaran Biller ke BI-FAST Portal 

secara individual atau bulk berdasarkan permintaan 
calon Biller; 

c) pendaftaran Biller ke BI-FAST Portal dilengkapi dengan 
dokumen pendukung berupa Nomor Induk Berusaha 
(NIB) yang disampaikan kepada Penyelenggara melalui 

surat elektronik atau sarana lain yang ditetapkan oleh 
Penyelenggara; 

d) Peserta menerima hasil validasi, status pendaftaran 
Biller, dan Biller ID dari Penyelenggara melalui BI-FAST 
Portal; 

e) Peserta segera meneruskan informasi status 
pendaftaran Biller dan Biller ID kepada Biller; dan 

f) pendaftaran Biller yang gagal diproses dapat diajukan 
kembali dengan inisiasi dari calon Biller. 

2) Berdasarkan pendaftaran Biller yang diterima dari Peserta, 
Penyelenggara: 

a) melakukan validasi data calon Biller yang diinput di      
BI-FAST Portal oleh Peserta dengan dokumen 

pendukung; 
b) membuat Biller ID dalam hal permintaan pendaftaran 

Biller disetujui; dan 

c) menyetujui atau menolak permintaan pendaftaran 
Biller. 
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3) BI-FAST Portal menyediakan informasi status pendaftaran 
Biller dan Biller ID. 

b. Tata Cara Perubahan Data Biller  
1) Peserta memproses  perubahan data Biller dengan tata cara 

sebagai berikut: 
a) Peserta melakukan  perubahan data Biller ke BI-FAST 

Portal secara individual berdasarkan permintaan  
perubahan data Biller; 

b) perubahan data Biller ke BI-FAST Portal dapat 

dilengkapi dengan dokumen pendukung apabila 
diperlukan; 

c) Peserta menerima hasil validasi dan status  perubahan 
data Biller melalui BI-FAST Portal; 

d) Peserta segera meneruskan informasi status  perubahan 
data Biller kepada Biller; dan 

e) perubahan data Biller yang gagal diproses dapat 

diajukan kembali dengan inisiasi dari Biller. 
2) Berdasarkan  perubahan data Biller yang diterima dari 

Peserta, Penyelenggara: 
a) melakukan validasi data Biller yang diinput di BI-FAST 

Portal oleh Peserta dengan dokumen pendukung, 
apabila ada; dan 

b) menyetujui atau menolak permintaan  perubahan data 
Biller. 

3) BI-FAST Portal menyediakan informasi status  perubahan 

data Biller. 
c. Tata Cara Penghapusan Biller  

1) Peserta memproses permintaan penghapusan Biller dengan 
tata cara sebagai berikut: 

a) Peserta melakukan penghapusan seluruh Standing 
Instruction Biller bersangkutan yang masih berstatus 

aktif; 
b) Peserta melakukan penghapusan Biller ke BI-FAST 

Portal secara individual berdasarkan permintaan Biller; 
c) Peserta menerima hasil validasi dan status 

penghapusan Biller dari BI-FAST Portal; 
d) Peserta segera meneruskan informasi status 

penghapusan Biller kepada Biller; dan 

e) penghapusan Biller yang gagal diproses dapat diajukan 
kembali dengan inisiasi dari Biller. 

2) Berdasarkan penghapusan Biller yang diterima dari Peserta, 
Penyelenggara: 

a) melakukan validasi dalam rangka penghapusan Biller; 
dan 

b) menyetujui atau menolak permintaan penghapusan 
Biller. 

3) BI-FAST Portal menyediakan informasi status penghapusan 

Biller. 
d. Status Biller adalah sebagai berikut:  

1) Active, yaitu Biller telah terdaftar di BI-FAST dan dapat 
menjalankan perintah penagihan dana; 

2) Inactive, yaitu Biller telah dihapus; dan 
3) Active with pending action, yaitu Biller berstatus active dan 

sedang dalam proses persetujuan untuk perubahan data.    
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3. Tata Cara Pendaftaran, Perubahan Data, dan Penghapusan Standing 
Instruction 

a. Pendaftaran, perubahan data, dan penghapusan Standing 
Instruction dapat dilakukan melalui BI-FAST Connector atau    BI-

FAST Portal. 
b. Tata Cara Pendaftaran Standing Instruction atas Inisiasi Peserta 

Penagih 
1) Peserta penagih memproses permintaan pendaftaran 

Standing Instruction yang diterima dari Biller dengan tata 

cara sebagai berikut: 
a) Peserta penagih memastikan kelengkapan informasi 

permintaan pendaftaran Standing Instruction yang 
dibuat oleh Biller; 

b) untuk memastikan kelengkapan informasi permintaan 
pendaftaran Standing Instruction, Peserta penagih harus 
mensyaratkan kepada Biller untuk mengisi permintaan 

pendaftaran Standing Instruction secara lengkap dan 
benar; 

c) permintaan pendaftaran Standing Instruction paling 
sedikit memuat informasi: 

i. identitas Biller, paling sedikit memuat Biller ID, 
nama Biller, dan nomor rekening; 

ii. identitas Peserta penagih, paling sedikit memuat 
nama Peserta penagih; 

iii. identitas nasabah tertagih, paling sedikit memuat 

nama dan nomor rekening nasabah tertagih; 
iv. identitas Peserta tertagih, paling sedikit memuat 

nama Peserta tertagih; 
v. informasi penagihan dana, yang mencakup 

nominal penagihan dana, periode tagihan, dan 

jangka waktu Standing Instruction; dan 
vi. informasi lain yang diperlukan; 

d) Peserta penagih melakukan pemrosesan permintaan 
pendaftaran Standing Instruction dengan membuat 
Standing Instruction registration request; 

e) Peserta penagih membuat dan mengirimkan Standing 
Instruction registration request secara individual atau 

bulk; 
f) Peserta penagih menerima informasi status pengiriman 

Standing Instruction registration request dari BI-FAST 
Hub; 

g) Peserta penagih segera meneruskan informasi status 
pengiriman Standing Instruction registration request 
kepada Biller;  

h) Peserta penagih menerima informasi status perdaftaran 
Standing Instruction dari BI-FAST Hub; 

i) Peserta penagih meneruskan status perdaftaran 
Standing Instruction kepada Biller; 

j) Peserta penagih menatausahakan Standing Instruction 
yang telah mendapatkan status aktif sebagai dasar 

pelaksanaan penagihan dana; dan 
k) Standing Instruction yang gagal diproses dapat diajukan 

kembali dengan inisiasi dari Biller. 
2) Berdasarkan Standing Instruction registration request yang 

diterima dari Peserta penagih, BI-FAST Hub melakukan hal 
sebagai berikut: 
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a) melakukan validasi Standing Instruction registration 
request; 

b) membuat nomor referensi Standing Instruction; 
c) meneruskan Standing Instruction registration request 

yang telah berhasil divalidasi kepada Peserta tertagih; 
d) meneruskan informasi status penerusan Standing 

Instruction registration request kepada Peserta penagih; 
e) menerima respons Standing Instruction registration 

request dari Peserta tertagih berdasarkan konfirmasi 
nasabah tertagih; 

f) menyetujui atau menolak Standing Instruction 

berdasarkan respons dari Peserta tertagih; dan 
g) memberikan informasi persetujuan atau penolakan 

Standing Instruction kepada Peserta penagih dan Peserta 
tertagih. 

3) Peserta tertagih memproses Standing Instruction registration 
request yang diterima dengan tata cara: 

a) Peserta tertagih melakukan validasi Standing Instruction 
registration request sesuai dengan data nasabah tertagih 
yang ditatausahakan;  

b) Peserta tertagih meneruskan Standing Instruction 
registration request kepada nasabah tertagih; 

c) Peserta tertagih menyampaikan respons Standing 
Instruction registration request ke BI-FAST Hub 

berdasarkan konfirmasi dari nasabah tertagih;  
d) Peserta tertagih menerima informasi status pendaftaran 

Standing Instruction dari BI-FAST Hub;  
e) Peserta tertagih menyampaikan status pendaftaran 

Standing Instruction kepada nasabah tertagih; dan 

f) Peserta tertagih menatausahakan Standing Instruction 
yang telah mendapatkan status aktif sebagai dasar 

pelaksanaan Direct Debit Request. 
4) Pendaftaran Standing Instruction hanya dapat dilakukan 

terhadap Biller yang sudah terdaftar. 
5) Jangka waktu menyampaikan respons Standing Instruction 

registration request oleh nasabah tertagih adalah 14 (empat 
belas) hari kalender setelah Standing Instruction registration 
request diterima oleh Peserta tertagih. 

c. Tata Cara Perubahan Standing Instruction  

1) Peserta penagih memproses permintaan perubahan Standing 
Instruction yang diterima dari Biller dengan tata cara sebagai 

berikut: 
a) Peserta penagih melakukan pemrosesan permintaan 

perubahan Standing Instruction dengan membuat 

Standing Instruction update request; 
b) Peserta penagih membuat dan mengirimkan Standing 

Instruction update request secara individual; 
c) Peserta penagih menerima informasi status pengiriman 

Standing Instruction update request dari BI-FAST Hub; 
d) Peserta penagih segera meneruskan informasi status 

pengiriman Standing Instruction update request kepada 

Biller;  
e) Peserta penagih menerima informasi status perubahan 

Standing Instruction dari BI-FAST Hub; 
f) Peserta penagih meneruskan status perubahan 

Standing Instruction kepada Biller; dan 
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g) Peserta penagih menatausahakan Standing Instruction 
yang telah diubah sebagai dasar pelaksanaan 

penagihan dana;  
2) Berdasarkan Standing Instruction update request yang 

diterima dari Peserta penagih, BI-FAST Hub melakukan hal 
sebagai berikut: 

a) melakukan validasi Standing Instruction update request; 
b) meneruskan Standing Instruction update request yang 

telah berhasil divalidasi kepada Peserta tertagih; 

c) meneruskan informasi status penerusan Standing 
Instruction update request kepada Peserta penagih; 

d) menerima respons Standing Instruction update request 
dari Peserta tertagih berdasarkan konfirmasi nasabah 

tertagih; 
e) menyetujui atau menolak perubahan Standing 

Instruction berdasarkan respons dari Peserta tertagih; 
dan 

f) memberikan informasi persetujuan atau penolakan 

perubahan Standing Instruction kepada Peserta penagih 
dan Peserta tertagih. 

3) Peserta tertagih memproses Standing Instruction update 
request yang diterima dengan tata cara: 

a) Peserta tertagih melakukan validasi Standing Instruction 
update request sesuai dengan data nasabah tertagih 

yang ditatausahakan;  
b) Peserta tertagih meneruskan Standing Instruction 

update request kepada nasabah tertagih; 

c) Peserta tertagih menyampaikan respons Standing 
Instruction update request ke BI-FAST Hub berdasarkan 

konfirmasi dari nasabah tertagih;  
d) Peserta tertagih menerima informasi status perubahan 

Standing Instruction dari BI-FAST Hub;  
e) Peserta tertagih menyampaikan status perubahan 

Standing Instruction kepada nasabah tertagih; dan 
f) Peserta tertagih menatausahakan Standing Instruction 

yang telah diubah sebagai dasar pelaksanaan Direct 
Debit Request. 

4) Perubahan  Standing Instruction hanya dapat dilakukan 

terhadap Standing Instruction yang telah terdaftar berstatus 
aktif atau berstatus ditangguhkan. 

5) Jangka waktu menyampaikan respons Standing Instruction 
update request oleh nasabah tertagih adalah 14 (empat belas) 

hari kalender setelah Standing Instruction update request 
diterima oleh Peserta tertagih. 

d. Tata Cara Penghapusan Standing Instruction  
1) Peserta penagih memproses perintah penghapusan Standing 

Instruction dengan tata cara sebagai berikut: 

a) Peserta penagih melakukan pemrosesan perintah 
penghapusan Standing Instruction dengan membuat 

Standing Instruction terminate request; 
b) Peserta penagih membuat dan mengirimkan Standing 

Instruction terminate request secara individual; 
c) Peserta penagih menerima informasi status 

penghapusan Standing Instruction dari BI-FAST Hub; 
dan 
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d) Peserta penagih meneruskan informasi status 
penghapusan Standing Instruction kepada Biller. 

2) Berdasarkan Standing Instruction terminate request yang 
diterima dari Peserta penagih, BI-FAST Hub melakukan hal 

sebagai berikut: 
a) melakukan validasi Standing Instruction terminate 

request; 
b) menghapus Standing Instruction yang telah berhasil 

divalidasi; dan 

c) mengirimkan status penghapusan Standing Instruction 
kepada Peserta tertagih dan Peserta penagih. 

3) Peserta tertagih memproses penghapusan Standing 
Instruction dengan tata cara: 

a) Peserta tertagih menerima informasi status 
penghapusan Standing Instruction dari BI-FAST Hub; 

dan 
b) Peserta tertagih meneruskan informasi penghapusan 

Standing Instruction kepada nasabah tertagih. 

4) Penghapusan Standing Instruction hanya dapat dilakukan 
terhadap Standing Instruction yang telah terdaftar berstatus 

aktif. 
e. Tata cara pendaftaran, perubahan, dan penghapusan  Standing 

Instruction atas inisiasi Peserta tertagih dilakukan mengikuti alur 
sebagaimana pendaftaran, perubahan, dan penghapusan  

Standing Instruction atas inisiasi Peserta penagih. 

f. Status Standing Instruction adalah sebagai berikut: 
1) active, yaitu Standing Instruction telah terdaftar dan dapat 

dijalankan; 
2) rejected, yaitu Standing Instruction ditolak; 

3) cancelled, yaitu Standing Instruction dihapus; 
4) suspend, yaitu Standing Instruction telah terdaftar dan 

diberhentikan sementara; 
5) expired, yaitu jangka waktu Standing Instruction sudah 

berakhir atau batas waktu penyampaian respons sudah 
terlewati; atau 

6) pending, yaitu Standing Instruction telah didaftarkan dan 

menunggu untuk dilakukan persetujuan oleh pihak 
counterpart (Peserta penagih/Peserta tertagih). 

 
4. Tata Cara Pemrosesan Perintah Penagihan Dana melalui DDR 

a. Peserta penagih memproses perintah penagihan dana dari Biller 
dengan tata cara: 
1) pelaksanaan perintah penagihan dana dapat dilakukan 

berdasarkan perintah penagihan yang disampaikan secara 
individual oleh Biller atau berdasarkan perjanjian kerjasama 

dengan Biller untuk melakukan penagihan secara rutin; 
2) Peserta penagih membuat DDR sesuai dengan perintah 

penagihan dana dengan memperhatikan message field yang 

harus diisi oleh Peserta penagih; 
3) pengiriman DDR kepada Peserta tertagih melalui BI-FAST 

Hub dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 
diterimanya perintah penagihan dari Biller sesuai dengan 

jam operasional yang ditetapkan oleh Penyelenggara (kecuali 
perintah penagihan dana diterima pada waktu mendekati 
pergantian tanggal valuta, yakni antara pukul 23:59:44-

23:59:59 WIB di lokasi server Penyelenggara);  
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4) Peserta penagih menerima status pengiriman DDR dari        
BI-FAST Hub paling lama 15 (lima belas) detik sejak 

pengiriman DDR;  
5) untuk meneruskan DDR ke Peserta penagih, BI-FAST Hub 

melakukan pemblokiran dana pada RSD atau Sub-RSD 
Peserta tertagih sejumlah nominal yang tertera dalam DDR;  

6) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada angka 4) dengan pertimbangan 
tertentu; dan 

7) penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

angka 6) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat. 
b. Peserta tertagih memproses DDR yang diterima dari BI-FAST Hub 

dengan tata cara: 
1) Peserta tertagih melakukan validasi DDR yang diterima 

dengan melakukan pengecekan kesesuaian dengan Standing 
Instruction, status rekening nasabah tertagih, dan 
ketersediaan dana nasabah tertagih; 

2) Peserta tertagih melakukan pendebitan dana pada rekening 
nasabah tertagih; dan 

3) Peserta tertagih menginformasikan hasil validasi DDR ke      
BI-FAST Hub segera setelah validasi dan akseptasi DDR 
dilakukan. 

c. Berdasarkan hasil validasi yang diterima dari Peserta tertagih,    
BI-FAST Hub melakukan hal sebagai berikut: 

1) melakukan Setelmen Dana secara seketika per transaksi 
secara individual; 

2) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1) 

dengan ketentuan: 
a) Setelmen Dana dilakukan melalui pendebitan RSD atau 

Sub-RSD Peserta tertagih dan pengkreditan RSD atau 
Sub-RSD Peserta penagih; 

b) penyelesaian Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip 

first in first out (FIFO) untuk masing-masing transaksi; 
dan 

c) Setelmen Dana dilakukan setelah adanya hasil 
konfirmasi DDR dari Peserta tertagih; 

3) mengirimkan status Setelmen Dana kepada Peserta penagih 

dan Peserta tertagih; dan 
4) status Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 3) 

hanya akan dikirimkan untuk DDR yang berhasil diproses. 
d. Berdasarkan informasi status Setelmen Dana: 

1) Peserta penagih meneruskan dana dan menyampaikan 

status transaksi kepada Biller; dan 
2) Peserta tertagih menyampaikan informasi pendebitan 

rekening kepada nasabah tertagih. 
e. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d 

dilakukan segera setelah Peserta penagih dan Peserta tertagih 

menerima status Setelmen Dana dari BI-FAST Hub. 
f. Dalam hal terjadi kondisi tertentu pada Peserta penagih atau       

BI-FAST Hub dalam pemrosesan DDR, berlaku ketentuan: 
1) Kondisi di Peserta Penagih  

a) Jika sampai batas waktu yang ditentukan Peserta 

tertagih tidak memberikan respons atau memberikan 
format respons yang salah atas DDR yang disampaikan 

oleh BI-FAST Hub maka berlaku mekanisme reverse 
Direct Debit Transfer.  
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b) Dalam hal terjadi reverse Direct Debit Transfer, BI-FAST 
Hub melakukan pengembalian dana kepada Peserta 

tertagih. 
2) Kondisi di BI-FAST Hub 

a) Dalam hal Peserta penagih belum mendapatkan 
informasi status Setelmen Dana atas DDR yang 

dikirimkan dari BI-FAST Hub, Peserta penagih dapat 
melakukan pengecekan status transaksi melalui 
payment status check pada BI-FAST. 

b) Peserta penagih menindaklanjuti hasil pengecekan 
status transaksi melalui payment status check dengan 

menyampaikan status transaksi kepada Biller. 
c) Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan melalui 

payment status check tidak terdapat informasi status 
Setelmen Dana atas DDR yang dikirimkan dari BI-FAST 
Hub, Peserta penagih dapat melakukan pengecekan 

status transaksi melalui member statement. 
 

E. LAYANAN FICT 
1. Kode Transaksi pada Layanan FICT 

Jenis Kegiatan Transaksi 
Kode 

Transaksi 

Transfer dana antar Peserta  019 

 
2. Tata Cara Pelaksanaan Perintah Transfer Dana melalui FICTR 

a. Peserta pengirim membuat FICTR dengan tata cara: 
1) Perintah transfer dana paling sedikit memuat informasi: 

a) identitas Peserta penerima, paling sedikit memuat nama 
Peserta penerima; 

b) jumlah dana yang ditransfer;  

c) tanggal perintah transfer dana;  
d) tujuan transfer dana; dan 
e) informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan wajib dicantumkan dalam 
perintah transfer dana. 

2) Peserta pengirim membuat FICTR dengan memperhatikan 
message field yang harus diisi oleh Peserta pengirim; 

3) Peserta pengirim menerima status pengiriman FICTR dari       

BI-FAST Hub paling lama 15 (lima belas) detik sejak 
pengiriman FICTR;  

4) untuk meneruskan FICTR ke Peserta penerima, BI-FAST Hub 
melakukan pemblokiran dana pada RSD atau Sub-RSD 

Peserta pengirim sejumlah nominal yang tertera dalam 
FICTR;  

5) Penyelenggara dapat menyesuaikan jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada angka 3) dengan pertimbangan 
tertentu; dan 

6) Penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

angka 5) disampaikan kepada seluruh Peserta melalui surat. 
b. Peserta penerima memproses FICTR yang diterima dari BI-FAST 

Hub dengan tata cara: 
1) Peserta penerima melakukan validasi FICTR yang diterima; 

dan 

2) Peserta penerima menginformasikan hasil validasi FICTR ke 
BI-FAST Hub segera setelah validasi dan akseptasi FICTR 
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dilakukan. 
c. Berdasarkan hasil validasi yang diterima dari Peserta penerima, 

BI-FAST Hub melakukan hal sebagai berikut: 
1) meneruskan informasi hasil validasi FICTR kepada Peserta 

pengirim; 

2) melakukan Setelmen Dana secara seketika per transaksi 
secara individual; 

3) Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2) 
dengan ketentuan: 
a) Setelmen Dana dilakukan melalui pendebitan RSD atau 

Sub-RSD Peserta pengirim dan pengkreditan RSD atau 
Sub-RSD Peserta penerima; 

b) penyelesaian Setelmen Dana dilakukan dengan prinsip 
first in first out (FIFO) untuk masing-masing transaksi; 

c) Setelmen Dana dilakukan berdasarkan kecukupan 

dana di RSD atau Sub-RSD; dan 
d) Setelmen Dana dilakukan setelah adanya konfirmasi 

akseptasi FICTR dari Peserta penerima;  
4) mengirimkan status Setelmen Dana kepada Peserta pengirim 

dan Peserta penerima; dan 

5) status Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada angka 4) 
hanya akan dikirimkan untuk FICTR yang berhasil diproses. 

d. Dalam hal terjadi kondisi tertentu pada Peserta penerima atau BI-

FAST Hub yang menyebabkan pemrosesan FICTR melebihi jangka 
waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara, maka transaksi akan 

ditolak dengan status timeout. 
 
F. TATA CARA PELAPORAN PERMASALAHAN TRANSAKSI LAYANAN         

BI-FAST MELALUI DISPUTE RESOLUTION PLATFORM 
1. Peserta pelapor melakukan input permasalahan transaksi pada      BI-

FAST melalui BI-FAST Portal terhadap permasalahan transaksi. 
2. Input permasalahan dilakukan dengan mengakses transaction history 

atau DRP bulk upload yang ada di BI-FAST Portal. 
3. Peserta yang menerima laporan permasalahan transaksi harus 

menindaklanjuti dengan menyampaikan konfirmasi terhadap laporan 

permasalahan transaksi paling lambat 1 (satu) hari kalender sejak 
laporan permasalahan transaksi diterima. 

4. Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berupa: 
a. initiate close, apabila Peserta yang menerima laporan menolak 

permasalahan transaksi yang diajukan oleh Peserta pelapor; atau 

b. initiate complete, apabila Peserta yang menerima laporan 
menyetujui permasalahan transaksi yang diajukan oleh Peserta 

pelapor. 
5. Dalam hal Peserta yang menerima laporan telah menindaklanjuti 

permasalahan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka Peserta 

Pelapor melakukan pengkinian status berupa: 
a. closed, apabila Peserta pelapor menerima bahwa permasalahan 

transaksi yang diajukan akan ditutup, atau 
b. completed, apabila Peserta pelapor menerima bahwa 

permasalahan transaksi yang diajukan telah diselesaikan. 
6. Peserta pelapor dapat kembali mengajukan permasalahan transaksi 

dalam hal Peserta pelapor tidak menyetujui konfirmasi dari Peserta 

yang menerima laporan. 
7. Permasalahan transaksi yang dilaporkan dalam dispute resolution 

platform dapat diakses selama 7 (tujuh) hari kerja sejak Peserta pelapor 
melakukan input permasalahan pada dispute resolution platform. 
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8. Dalam hal permasalahan yang diajukan oleh Peserta pelapor tidak 
diakses dalam periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara, 

status permasalahan transaksi menjadi expired dan Peserta tidak 
dapat mengakses kembali permasalahan transaksi pada dispute 
resolution platform. 

 
 

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,  
  

    TTD 
       

                                                           RICKY P. GOZALI 
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TATA CARA PENANGANAN INSIDEN SIBER 

1. Dalam hal terjadi Insiden Siber maka Penyelenggara dapat menetapkan 
kebijakan dan tata cara penanganan Insiden Siber antara lain melakukan 

penghentian layanan BI-FAST sementara kepada Peserta yang terkena 
Insiden Siber dan/atau Peserta lain yang berisiko mengalami Insiden Siber 

serupa. 
2. Penghentian layanan BI-FAST sementara kepada Peserta sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 dilakukan atas dasar: 

a. Insiden Siber di Peserta; 
b. permintaan dari lembaga pengawas yang berwenang; dan/atau 

c. penetapan oleh Penyelenggara. 
3. Penghentian layanan BI-FAST sementara kepada Peserta sebagaimana 

angka 2 dilakukan dengan tata cara: 

a. Penyelenggara memberitahukan Peserta hal yang harus dilakukan 
Peserta dalam rangka penanganan Insiden Siber; dan 

b. Penyelenggara menghentikan kegiatan operasional BI-FAST Peserta 

dan memberitahukan kepada seluruh Peserta melalui administrative 
message atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Penyelenggara. 

4. Peserta dapat mengajukan permohonan pembukaan layanan BI-FAST 
kembali kepada Penyelenggara dengan menyampaikan: 

a. surat permohonan pembukaan kembali layanan akses BI-FAST 
ditandatangani pimpinan (direksi) atau pejabat yang berwenang dan 
memiliki spesimen di Penyelenggara; 

b. surat pernyataan yang menyatakan bahwa telah dilakukan asesmen 
dan mitigasi risiko keamanan layanan BI-FAST dan surrounding 
system serta bertanggung jawab penuh atas Insiden Siber; 

c. surat pernyataan sebagaimana huruf b ditandatangani oleh direktur 
utama Peserta atau jabatan yang setara dengan direktur utama yang 

dibubuhi meterai dan stempel perusahaan; 
d. hasil asesmen Peserta terhadap pemenuhan proteksi infrastruktur 

teknologi informasi BI-FAST; dan 
e. hasil konfirmasi clearance dari provider multitenancy dan/atau 

Penyelenggara Penunjang yang mengelola infrastruktur BI-FAST 

Peserta. 
5. Dalam hal Penyelenggara menyetujui pembukaan layanan BI-FAST 

sebagaimana angka 4, Penyelenggara menginformasikan pembukaan 
kembali layanan BI-FAST Peserta kepada seluruh Peserta melalui 
administrative message atau sarana lainnya. 

 
 

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,  
  
    TTD 

       
                                                           RICKY P. GOZALI 


